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ABSTRAK 
NADYA KHAERIYAH YUSRAN (B111 13 144), Tinjauan Hukum 
Terhadap Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melakukan Lintas di Alur 
Laut Kepulauan Indonesia. “dibimbing oleh” Ibu Alma Manuputty selaku 
pembimbing I dan Bapak Maskun selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan 
tentang hak dan kewajiban kapal asing yang melakukan hak lintas alur 
laut kepulauan di Indonesia dan untuk mengetahui upaya pengamanan 
dalam hal ini berupa upaya pengendalian, upaya pengawasan dan sistem 
penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh instansi terkait di alur laut 
kepulauan Indonesia. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni di Pangkalan 
Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VI. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan Penulis adalah dengan melakukan wawancara kepada 
informan dari instansi terkait dalam hal ini Lantamal VI Makassar. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan mengenai hak 
dan kewajiban kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan 
Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan baik nasional maupun 
internasional, namun dalam praktiknya, besarnya intensitas kapal asing 
yang melakukan lintas di ALKI menimbulkan banyak permasalahan, 
permasalahan-permasalahan yang timbul akibat lintas tersebut belum 
semua dapat diselesaikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada 
sehingga peraturan tersebut dianggap belum efektif dan cukup untuk 
mengatasi masalah yang ada di ALKI. (2) Dalam upaya pengamanan 
yang dilakukan oleh instansi terkait di wilayah perairan Indonesia masih 
ditemukan beberapa kendala seperti teknologi yang belum memadai 
sesuai perkembangan teknologi itu sendiri dan sumber daya manusia 
yang masih perlu ditingkatkan. 
Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Kapal, Pengamanan, ALKI. 
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ABSTRACT 
NADYA KHAERIYAH YUSRAN (B111 13 144), A Legal Analysis on 
Rights and Duties of Foreign Ships to Indonesian Archipelagic Sea 
Lanes Passage. “Supervised by” Alma Manuputty as supervisor I and 
Maskun as supervisor II. 
 This study aims to find out the regulation on rights and duties of 
foreign ships to Indonesian archipelagic sea lanes passage and to know 
the security efforts including the control, monitoring and maritime law 
enforcement system by relevant institutions in Indonesian archipelagic sea 
lanes.  
 This study was conducted in Makassar City, at Indonesian Navy 
Base (Lantamal) VI. Data were collected by using interview method to 
informan with relevant institution, in this case the Lantamal VI Makassar.  
 Study findings indicated that: (1) The rights and duties of foreign 
ships to Indonesian archipelagic sea lanes passage have been regulated 
in several regulations, either national or international regulations, but in 
practice, the high intensity of foreign ships that crossing in ALKI raise 
many problems, the problems that arise due to the cross has not been all 
can be resolved by the existing legislation so these regulations were not 
considered effective and sufficient in overcoming the problems in 
Indonesian archipelagic sea lanes. (2) In security attempts by the relevant 
parties in Indonesian territorial waters, are still found some obstacles such 
as the evolution of technology and human resources that still need 
improvement.  
Keywords: Rights, Duties, Ship, Security Protection, Indonesian 
Archipelagic Sea Lanes (ALKI).  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga ada 
lautan. Laut sebagai wilayah teritorial suatu negara merupakan daerah 
yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan 
dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum 
nasional negara yang bersangkutan, di Indonesia untuk mengatur batas 
wilayahnya pemerintah mengacu pada Konvensi Hukum Laut PBB 
(UNCLOS) Tahun 1982. Batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah 
suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu 
negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan 
hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan 
batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan 
perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan 
kepentingan negara lain. Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan 
dalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan 
beberapa pertimbangan sehingga kepentingan dan hak setiap negara 
sama-sama terpenuhi. 
 Pada dasarnya, setiap negara memiliki hak untuk berlayar di laut 
teritorialnya, zona ekonomi eksklusif, laut lepas dan laut teritorial negara 
lain, namun dalam hal melintasi wilayah teritorial negara lain, kapal asing 
haruslah tunduk dan mengikuti segala peraturan yang ada di wilayah yang 
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akan dilintasi tersebut. Dalam laut teritorial suatu negara berlaku hak lintas 
alur laut kepulauan bagi kendaraan-kendaraan asing yang melintas. Kapal 
asing yang menyelenggarakan lintas alur laut kepulauan di wilayah 
perairan suatu negara tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan 
kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan 
politik negara tersebut serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau 
penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan 
melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lintas 
alur laut kepulauan.1 Pelayaran lintas alur laut kepulauan tersebut 
haruslah dilakukan secara terus menerus, langsung dan secepatnya, 
sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi 
keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa atau 
dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada 
orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.2 
Untuk melintasi wilayah teritorial negara lain, kapal asing haruslah 
tunduk dan mengikuti segala peraturan mengenai wilayah laut di negara 
yang bersangkutan. Pembuatan peraturan pada suatu wilayah merupakan 
hak mutlak negara tersebut. Negara kepulauan berwenang untuk 
menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara lain bila ingin 
menggunakan hak lintas di alur laut kepulauannya. Hak lintas alur laut 
kepulauan haruslah dibuat suatu aturan agar tidak terjadi hal-hal yang 
                                                          
1Lihat Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982. 
2Lihat Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982. 
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dapat merugikan negara kepulauan ataupun pengguna daripada hak lintas 
alur laut kepulauan. 
Ketentuan penetapan alur laut kepulauan ini diatur dalam Pasal 53 
UNCLOS 1982. Ditegaskan bahwa, negara kepulauan seperti Indonesia 
boleh menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tetapi tidak 
dikatakan sebagai kewajiban. Selanjutnya, jika negara kepulauan tidak 
menetapkan alur laut kepulauan di perairan kepulauannya maka negara 
asing boleh melintas pada jalur-jalur yang dianggap layak digunakan 
sebagai perlintasan internasional. Penetapan ALKI ini bertujuan untuk 
memudahkan Indonesia dalam mengawasi kapal-kapal asing. Jadi, 
penetapan ALKI ini sejatinya bukan kewajiban tetapi kebutuhan bagi 
Indonesia. Indonesia sendiri sudah menetapkan tiga jalur ALKI yang 
mengarah dari utara ke selatan. Dimana ALKI I meliputi: Selat Sunda – 
Selat Karimata – Laut Natuna – Laut Cina Selatan. ALKI II meliputi: Selat 
Lombok – Selat Makassar – Laut Sulawesi. ALKI III-A meliputi : Laut sawu 
– Selat Ombai – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur 
Pulau Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik. ALKI III-B : Laut Timor 
– Selat Leti – Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur Pulau 
Mongole) – Laut Maluku – Samudera Pasifik. ALKI III-C : Laut Arafuru – 
Laut Banda (Barat Pulau Buru) – Laut Seram (Timur Pulau Mongole) – 
Laut Maluku – Samudera Pasifik.  
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 Sebagai negara kepulauan (Archipelagic State), Indonesia memiliki 
wilayah perairan laut yang sangat luas, untuk landas kontinen negara 
Indonesia memiliki kekayaan alam yang terdapat di wilayah diluar 12 mil 
laut dengan kedalaman sampai 200 meter atau lebih dimana masih 
mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.3 
Oleh UNCLOS 1982 setiap negara diberi kebebasan untuk menetapkan 
lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, 
diukur dari garis pangkalnya4 dan batas terluar zona ekonomi eksklusif 
tidak boleh melebihi 200 mil laut, diukur dari garis pangkal yang sama 
yang dipakai untuk mengukur lebar laut teritorial.5 Indonesia sebagai 
negara kepulauan memiliki panjang garis pantai sebesar 95.181 km dan 
memiliki 17.508 pulau,6 dengan total luas wilayah darat 1.826.440 km² dan 
luas wilayah laut 5,8 juta km² yang meliputi 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 
juta km² perairan kepulauan dan ditambah dengan wilayah hak berdaulat 
yaitu 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif, yang berarti 2/3 dari luas 
keseluruhan wilayah atau yurisdiksi nasional Indonesia merupakan 
wilayah perairan.7 
                                                          
3Joko Subagyo, 2013, Hukum Laut Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 41. 
4Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2013, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, 
Bandung, hlm. 173. 
5Yefta Tauran, 2014, Makalah: “Makalah Hukum Laut”, Fakultas Hukum Universitas Sam 
Ratulangi, Manado, hlm. 1. 
6Muhammad Fajrin, 2012, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Lintas Damai di Perairan Nusantara”, 
Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1. 
7Arif Firmansyah, 2009, “Pengaturan tentang Hak Lintas Kapal Asing di Perairan Negara 
Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal Ilmu 
Hukum, Vol. 11, hlm. 2. 
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Dilihat dari letaknya yang sangat strategis, Indonesia berada 
diantara dua samudera dan dua benua yaitu Samudera Pasifik dan 
Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia. Letak Indonesia 
ini memungkinkan banyak kapal yang datang melewati ataupun datang 
berlabuh di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal yang banyak 
melewati dan berlabuh di perairan Indonesia ini adalah kapal-kapal 
dagang asing tapi tidak menutup kemungkinan adanya kapal-kapal perang 
milik negara lain masuk kedalam wilayah perairan Indonesia. Hal ini 
disebabkan semakin banyaknya kerjasama negara-negara Asia dengan 
negara-negara Eropa maupun Amerika dan dimana Indonesia juga terlibat 
dalam kerjasama-kerjasama tersebut. Hubungan kerjasama-kerjasama itu 
baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang pertahanan 
(militer).8 
Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus pelanggaran hak lintas 
alur laut kepulauan di perairan Indonesia salah satunya yang terjadi 
adalah kasus pesawat militer asing diatas wilayah ALKI yang diterbangkan 
dari kapal induk yang terjadi pada 3 Juli Tahun 2003, dimana lima jet 
tempur F-18 Hornet milik Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan 
manuver diatas perairan Pulau Bawean, Jawa Timur dan dua pesawat F-
16 milik TNI AU kemudian dikerahkan dari Lanud Iswahyudi, Madiun, 
untuk mengidentifikasi keberadaan kelima pesawat AS itu. Keberadaan 
lima pesawat F-18 Hornet saat itu dipergoki oleh awak kokpit pesawat 
                                                          
8Muhammad Fajrin, Op.cit., hlm. 9. 
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Boeing 737-200 Bouraq yang tengah melintas di Bawean pada saat yang 
sama, dan kemudian melaporkannya kepada menara radar di Surabaya 
dan Jakarta. Keesokan harinya TNI AU terus mengadakan pemantauan 
terhadap konvoi armada laut AS itu dengan mengirimkan pesawat intai 
B737. Hasil pengintaian dan pemotretan menunjukkan bahwa armada laut 
AS yang terdiri dari kapal induk USS Carl Vinson, dua Freegate dan satu 
Destroyer sedang berlayar diantara Pulau Madura dan Kangean menuju 
Selat Lombok. Selama operasi pengintaian itu pesawat surveillance B737 
terus dibayangi dua F/A 18 Hornet US Navy. Bahan-bahan yang didapat 
dari misi itu kemudian dipakai oleh pemerintah untuk melancarkan 
"keberatan" secara diplomatik terhadap pemerintah AS. Di wilayah 
perairan Indonesia juga terdapat beberapa kasus pelanggaran lintas oleh 
kapal asing, dimana kapal-kapal tersebut berhenti terlalu lama pada saat 
melakukan lintasan dan berakibat pengusiran oleh pihak Indonesia. 
Bentuk konsekuensi dari kasus masuknya kapal perang milik 
Amerika ke wilayah perairan Indonesia dan pengusiran yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-
main dalam memberikan sanksi langsung kepada para pelanggar hukum 
di wilayah teritorialnya. Hal itu juga menunjukkan bahwa negara Indonesia 
memiliki hak dan kewajiban sebagai negara kepulauan yang memiliki 
kedaulatan dan yurisdiksi penuh atas laut teritorialnya dan dalam 
penetapan alur laut bagi kapal asing yang melakukan lintas di laut teritorial 
dan perairan kepulauannya. 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan 
masalah yang akan dibahas adalah: 
1. Bagaimanakah pengaturan hak dan kewajiban kapal asing yang 
melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia? 
2. Bagaimanakah upaya pengamanan terhadap kapal asing yang 
melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak dan kewajiban bagi 
kapal asing yang ingin melakukan lintas di alur laut kepulauan 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengawasan terhadap kapal 
asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Data dan referensi yang dikumpulkan dapat dijadikan salah satu 
rujukan dan bahan pembelajaran serta pengembangan ilmu 
pengetahuan khususnya mengenai kajian hukum laut. 
2. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam 
pembuatan aturan atau regulasi di bidang kelautan khususnya 
mengenai hak dan kewajiban kapal asing yang melintas di alur laut 
kepulauan Indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Rezim Negara Kepulauan 
 Penerimaan konsepsi kepulauan (archipelago) dan negara 
kepulauan (archipelagic state) dalam UNCLOS 1982 merupakan hal baru 
dan penting dalam hukum laut secara universal. Keberadaan negara 
pengusul yaitu Indonesia, Filiphina, Fiji dan Mauritus dalam sidang 
persiapan UNCLOS III Tahun 1972 tentang asas kepulauan (archipelago 
principles), diusulkan sebagai bentuk pengaturan hukum (regime) perairan 
negara kepulauan. Konsep negara kepulauan merupakan perkembangan 
baru dalam hukum laut, meskipun masalah ini sangat berarti di kawasan 
Asia Tenggara karena sebagian besar negara berbentuk kepulauan. Sejak 
1955 Filiphina telah memproklamasikan negara kepulauannya dan telah 
diajukan sejak Konferensi Hukum Laut Pertama (1958) dan Kedua (1960) 
namun belum membuahkan hasil, barulah pada Konferensi Hukum Laut 
Ketiga status negara kepulauan dimasukkan kedalam UNCLOS. 
Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional 
dan dimasukkan kedalam UNCLOS III Tahun 1982, utamanya pada Pasal 
46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan” berarti 
suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan 
dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian “kepulauan” 
berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya 
dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian 
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eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu 
merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau 
yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dan dalam sejarah 
hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam Deklarasi Djuanda Tahun 
1957, yaitu pernyataan Wilayah Perairan Indonesia: 
“Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan 
pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara 
Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah 
bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Republik Indonesia 
dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang 
berada dibawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia”.9 
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa, “Negara 
Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih 
kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Sementara itu, 
dimasukkannya poin-poin negara kepulauan dalam Bab IV UNCLOS 1982 
yang berisi 9 Pasal, antara lain: Ketentuan-ketentuan tentang negara-
negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari 
perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman, dalam perairan 
kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-
alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing 
dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan.10 
                                                          
9Maskun, http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-kepulauan.html diakses 
tanggal 29 November 2016, jam. 16.30 WITA. 
10Ibid. 
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Pengaturan dalam Bab IV UNCLOS 1982 dimulai dengan 
penggunaan istilah negara kepulauan (archipelagic state). Pada pasal 46 
butir (a) disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan adalah suatu negara yang 
seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup 
pulau-pulau lain”. Maksud dari Pasal 46 butir (a) tersebut adalah, secara 
yuridis, pengertian negara kepulauan akan berbeda artinya dengan 
definisi negara yang secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan. 
Hal ini dikarenakan, dalam Pasal 46 butir (b) disebutkan bahwa kepulauan 
adalah suatu gugusan pulau-pulau, termasuk bagian pulau, perairan 
diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama 
lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah 
lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang 
hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. Dengan kata lain, 
Pasal 46 ini membedakan pengertian yuridis antara negara kepulauan 
(archipelagic state) dengan kepulauan (archipelago) itu sendiri.11 
Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa penarikan garis 
pangkal kepulauan (archipelagic baseline) tidak bisa dilakukan oleh 
semua negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara 
kepulauan. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 
                                                          
11Ibid. 
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bila ingin melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan. Yaitu, satu 
kesatuan geografis, ekonomi, politik dan historis.12 
Adapun persyaratan obyektif yang harus dipenuhi oleh negara 
kepulauan dalam melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan 
(Pasal 47), yaitu: 
1. Rasio (perbandingan) antara luas wilayah perairan dengan daratan, 
yaitu suatu negara kepulauan minimal harus memiliki luas perairan 
yang sama besar atau maksimal hanya sembilan kali dengan luas 
daratannya. 
2. Panjang maksimum setiap segmen garis pangkal, yaitu panjang 
setiap garis lurus yang menghubungkan dua titik pangkal 
ditetapkan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bila tiga persen 
dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap 
kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, maka dapat 
digunakan batas maksimum 125 mil laut. 
3. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu 
jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut.  
4. Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, 
kecuali apabila diatasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi 
serupa yang secara permanen berada diatas permukaan laut atau 
                                                          
12Ibid. 
12 
 
apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian 
pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau 
terdekat. 
5. Sistem garis pangkal demikian, tidak boleh diterapkan oleh suatu 
negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga 
memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif. 
6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan, 
terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung 
berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan 
sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara 
tersebut terakhir diperairan mereka, serta segala hak yang 
ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan 
tetap berlaku dan harus dicermati. 
7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan, 
daerah daratan dapat mencakup didalamnya perairan yang terletak 
didalam tebaran karang pulau-pulau dan Atol, termasuk bagian 
plateau oceanic yang bertebing curam yang tertutup atau hampir 
tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering 
diatas permukaan laut yang terletak disekeliling plateau tersebut. 
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8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus 
dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang 
memadai untuk menegaskan posisinya, dapat dibuat daftar 
koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum 
geodetik. 
9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya 
peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus 
mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian ke 
Sekjen PBB.13 
Dari beberapa aturan yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa 
Indonesia yang berstatus sebagai negara kepulauan akan diuntungkan, 
karena dapat menggunakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki dengan 
cara penarikan garis-garis pangkal kepulauan.14 
Oleh karenanya, Indonesia menuangkan konsepsi negara 
kepulauan dalam Amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX 
(A) tentang wilayah negara. Pada pasal 25 (e) berbunyi ”Negara Kesatuan 
Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara 
dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan 
dengan Undang-Undang”. Selain itu, dalam Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1996 
tentang Perairan Indonesia, pemerintah Indonesia secara tegas 
                                                          
13Ibid. 
14Ibid. 
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menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara 
kepulauan.15 
Sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 46 UNCLOS 1982, tidak 
semua negara yang wilayahnya terdiri dari kumpulan pulau-pulau dapat 
dianggap sebagai negara kepulauan. Dari peraturan Perundang-
Undangan nasional yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh UN-
DOALOS dari 24 negara ada 19 negara yang menetapkan peraturan 
Perundang-Undangan yang berkaitan dengan negara kepulauan, yaitu; 
Antigua dan Barbuda, Bahama, Komoro, Cape Verde, Fiji, Filipina, 
Indonesia, Jamaika, Kiribati, Maldives, Kepulauan Marshall, PNG, 
Kepulauan Solomon, Saint Vincent dan Grenadines, Sao Tome dan 
Principe, Seychelles, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu.16 
Selanjutnya dalam peraturan pelaksanaannya, pemerintah 
Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2002 tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik garis pangkal kepulauan 
Indonesia. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah menarik 
garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial. 
Sedangkan penarikan garis pangkal kepulauan dilakukan dengan 
menggunakan: garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa, garis 
                                                          
15Ibid. 
16Dikdik Mohamamad Sodik, 2011, “Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”, 
Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 42. 
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pangkal lurus, garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan 
dan kuala, serta garis penutup pada pelabuhan.17 
Namun kepemilikan Indonesia terhadap pulau-pulau kecil, 
khususnya pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara 
tetangga, masih menyisakan permasalahan. Kalahnya pulau Sipadan dan 
Ligitan oleh Malaysia telah mamberikan pelajaran kepada Indonesia 
dimuka internasional. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah Republik 
Indonesia hanya sekedar memiliki tanpa mempunyai kemampuan untuk 
menguasai dan memberdayakannya. Berkaca dari maraknya potensi 
konflik dipulau-pulau kecil terluar, pemerintah Indonesia mengeluarkan 
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-
pulau kecil terluar.18 
Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar juga diharapkan dapat 
mengatasi ancaman keamanan yang meliputi kejahatan transnasional 
penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penebangan kayu ilegal (illegal 
logging), perdagangan anak-anak dan perempuan (human trafficking), 
imigran gelap, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan 
bahan peledak, peredaran narkotika, pintu masuk terrorisme, serta potensi 
konflik sosial dan politik. Hal ini penting agar kesadaran untuk menjaga 
pulau-pulau kecil diperbatasan tetap ada dan pulau-pulau kecil 
diperbatasan tidak dianggap sekedar halaman belakang. 
                                                          
17Maskun, Loc.cit. 
18Ibid. 
16 
 
Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS) 
melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu: 
1. Perairan Pedalaman (Internal Waters) 
 Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal dan perairan yang 
berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan 
pedalaman. Dengan demikian batas laut teritorial pada arah ke darat 
merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara. Garis 
pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah, 
dimana pada keadaan seperti ini tentunya tidak terdapat perairan 
pedalaman. Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu dapat digunakan 
garis pangkal lain yang akan menimbulkan adanya perairan pedalaman. 
Keadaan-keadaan tersebut  adalah sebagai berikut: 
a. Apabila garis pantai sangat menjorok ke dalam atau apabila 
terdapat jajaran pulau-pulau disepanjang pantai, suatu garis 
pangkal lurus dapat ditarik dari titik-titik tertentu pada pantai atau 
pulau-pulau tersebut. Garis pangkal lurus harus mengikuti arah 
umum dari pantai dan perairan ke arah darat dari garis ini yang 
akan membentuk perairan pedalaman harus sangat erat kaitannya 
dengan daratan. 
b. Apabila daratan sangat cekung kedalam sehingga dapat dikatakan 
adanya perairan yang dilingkupi oleh daratan (dalam keadaan 
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dimana daerah lekukan lebih besar daripada setengah lingkaran 
dengan diameter yang sama lebarnya dengan lebar mulut lekukan 
tersebut), laut teritorial dapat diukur dari garis penutup yang ditarik 
pada mulut lekukan dengan ketentuan bahwa garis penutup 
tersebut panjangnya tidak boleh melebihi 24 mil laut. Perairan yang 
berada pada arah darat dari garis penutup tersebut juga 
mempunyai status sebagai perairan pedalaman. 
c. Apabila sebuah sungai langsung bermuara ke laut, garis pangkal 
dapat ditarik melintasi mulutnya dengan menghubungkan titik-titik 
pada garis air rendah tepi muara tersebut.19 
 Kedudukan negara pantai tetap dipertahankan sebagai pemilik 
kedaulatan penuh atas laut/perairan pedalamannya. Kedaulatannya ini 
pun tidak disertai keharusan untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal 
asing sebagaimana halnya di laut teritorial.20 
2. Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters) 
 Zona ekonomi eksklusif bukanlah satu-satunya perluasan yang 
drastis dari berbagai hak negara-negara di pantai yang tercantum dalam 
konvensi, sedangkan rezim kepulauan yang baru juga menunjukkan hal 
yang sama. Pasal 46 mengartikan suatu kepulauan sebagai kelompok 
pulau-pulau dan berkaitan dengan eratnya perairan yang 
                                                          
19Heru Prijanto, 2007, Hukum Laut Internasional, PT. Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 7-8. 
20Ibid, hlm. 8. 
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menghubungkannya sehingga membentuk kesatuan geografis, ekonomi 
dan politik atau yang secara historis telah dianggap demikian. Suatu 
negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas suatu 
kepulauan atau lebih. Negara-negara ini dapat menarik garis pangkal 
lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar dari 
gugusan kepulauan tersebut dengan pulau utama, termasuk garis-garis 
pangkal tersebut dengan perbandingan antara perairan dan daratan tidak 
melebihi 9 : 1. Dengan suatu pengecualian bahwa panjang garis pangkal 
tidak boleh melebihi 100 mil laut dan tidak boleh menyimpang dari 
konfigurasi umum kepulauan.21 
 Lebar laut teritorial, jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif dan 
landas kontinen diukur dari garis-garis pangkal tersebut. Ini berarti bahwa 
kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang dikelilingi oleh garis-
garis pangkal tersebut, termasuk udara diatasnya serta dasar laut 
dibawahnya. Meskipun demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa perairan 
kepulauan ini sama dengan perairan pedalaman. Perbedaannya adalah 
perairan kepulauan tunduk kepada suatu rezim khusus tentang pelayaran 
dan lintas penerbangan.22 
 
 
                                                          
21Ibid., hlm. 15-16. 
22Ibid., hlm. 16. 
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3. Laut Teritorial (Teritorial Waters) 
 Pasal 2 UNCLOS 1982 menentukan bahwa kedaulatan negara 
pantai meliputi laut teritorialnya, termasuk ruang udara diatasnya dan 
dasar laut serta tanah dibawahnya. Dalam hukum laut baru ini pun 
kedaulatan negara tetap dibatasi dengan hak lintas damai bagi kapal 
asing.23 
 Disamping ketentuan mengenai garis pangkal untuk mengukur 
lebar laut teritorial (garis air rendah, garis pangkal lurus dan garis 
penutup) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, konvensi memuat 
ketentuan yang lebih terinci mengenai beberapa keadaan khusus yang 
dapat memengaruhi penetapan garis pangkal, seperti instalasi pelabuhan, 
tempat berlabuh ditengah laut dan elevasi surut.24 
 Dalam hal ini adalah adanya kenyataan dimana telah dicapai 
kesepakatan mengenai batas terluar laut teritorial, yaitu 12 mil laut diukur 
dari garis pangkal. Dengan demikian, hal ini merupakan pemecahan 
terhadap suatu masalah yang belum terselesaikan pada konferensi hukum 
laut yang pertama dan kedua, yang diadakan pada tahun 1958 dan 1960. 
Untuk beberapa negara tertentu, batas 12 mil ini merupakan perluasan 
laut teritorialnya, sedangkan untuk beberapa negara lainnya hal ini 
diartikan sebagai kegagalan konvensi untuk mengesahkan tuntutan 
                                                          
23Ibid., hlm. 8. 
24Ibid., hlm. 9. 
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mereka yang lebih luas. Belanda termasuk kelompok pertama dan 
peraturan Perundang-Undangan yang memperluas laut teritorialnya 
hingga 12 mil telah disahkan dan mulai berlaku pada tahun 1958.25 
 Lebih jauh lagi, lebar laut teritorial 12 mil ini mengakibatkan 
beberapa selat yang menurut hukum laut klasik termasuk pengaturan laut 
lepas, kini tunduk pada pengaturan laut teritorial; kebebasan berlayar 
yang dahulu dinikmati di laut lepas kini tidak diperoleh lagi di selat-selat 
tersebut. Mengenai hal ini, konvensi mencantumkan beberapa ketentuan 
khusus untuk selat-selat tertentu, dimana hak lintas damai dianggap tidak 
mencukupi lagi. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dan terinci dalam 
hubungannya dengan rezim hukum tentang pelayaran.26 
 Akhirnya, konvensi memuat ketentuan-ketentuan untuk penetapan 
batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan dan 
berdampingan. Apabila tidak ada persetujuan yang menyatakan 
sebaliknya, tidak satu negara pun yang berhak menetapkan batas laut 
teritorialnya melebihi garis tengah, yaitu suatu garis yang titik-titiknya 
sama jarak dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal yang digunakan 
untuk mengukur lebar laut teritorial masing-masing negara.27 
 
                                                          
25Ibid. 
26Ibid. 
27Ibid., hlm. 9-10. 
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4. Zona Tambahan (Contingous Waters) 
 Pasal 33 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982 secara umum 
menyatakan, bahwa zona tambahan adalah suatu zona perairan yang 
berbatasan dengan laut teritorial yang lebar maksimumnya tidak melebihi 
24 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut 
teritorial,28 negara pantai dapat berusaha mencegah terjadinya 
pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan pada wilayahnya 
atau pada laut teritorialnya sekaligus dapat menerapkan hukumnya. 
Dengan demikian, lebar jalur tambahan ini juga telah diperluas apabila 
dibandingkan dengan jalur tambahan menurut hukum laut klasik.29 
5. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
 Salah satu perbedaan yang radikal antara hukum laut klasik dan 
hukum baru tercermin dalam prinsip zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dalam 
hal ini perlu dikemukakan beberapa hal mengenai jalannya perundingan 
yang mengakibatkan timbulnya perubahan ini. Dalam pembukaan 
konvensi hukum laut III tampak adanya dua kubu yang berbeda. Banyak 
negara (khususnya negara-negara yang sedang berkembang) 
menunjukkan dirinya sebagai pembela dari kelompok yang menghendaki 
suatu perluasan hak negara pantai secara drastis, dipihak lain (khususnya 
negara-negara industri) menginginkan sesedikit mungkin pengurangan 
                                                          
28I Wayan Parthiana, 2014, “Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia”, Penerbit 
Yrama Widya, Bandung, hlm. 88. 
29Heru Prijanto, Op.cit., hlm. 10. 
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kebebasan di laut lepas. Seperti biasanya, pendirian ini didasari oleh 
kepentingan masing-masing. Negara-negara yang sedang berkembang 
mengharapkan keuntungan yang lebih besar daripada eksploitasi perairan 
disekitar pantainya, misalnya dengan mensyaratkan semacam 
pembayaran kepada kapal-kapal ikan asing. Sementara itu, negara-
negara industri memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan 
kebebasan seluas mungkin karena bagaimanapun juga mereka memiliki 
kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan kebebasan 
tersebut secara efektif.30 
 Pada pembukaan konvensi hukum laut III tersebut, dua pendapat 
yang sangat ekstrem yakni disatu pihak berupa usul yang menginginkan 
ditetapkannya lebar laut teritorial 3 mil dengan hak perikanan yang 
terbatas bagi negara pantai diluar batas laut teritorial tersebut, sedangkan 
dipihak lain ada suatu usul yang menghendaki perluasan laut teritorial 
sampai 200 mil dari pantai. Akhirnya dicapai suatu kompromi yang 
menetapkan lebar laut teritorial 12 mil dan diluar itu terdapat zona 
ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari 
pantai.31 
Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah diluar laut 
teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis 
pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Menurut 
                                                          
30Ibid., hlm. 11. 
31Ibid. 
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pengertian Pasal 56, negara pantai di zona ekonomi eksklusif dapat 
menikmati beberapa hal berikut: 
(1) Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, 
konservasi dan pengelolaan segala sumber daya alam di dasar laut 
dan tanah dibawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian 
pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara 
ekonomis dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus 
dan angin). 
(2) Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas 
pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah 
kelautan, serta perlindungan lingkungan laut. 
(3) Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam 
konvensi.32 
 Perlu dicatat bahwa berlainan dengan laut teritorial, zona ekonomi 
eksklusif tidak tunduk kepada kedaulatan penuh negara kepulauan. 
Negara kepulauan hanya menikmati hak-hak berdaulat dan bukan 
kedaulatan. Bahwa zona ekonomi eksklusif bukan laut teritorial dapat juga 
dilihat dari ketentuan Pasal 58 yang menyatakan bahwa di zona ekonomi 
eksklusif semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang 
diatasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel bawah laut, 
                                                          
32Ibid., hlm. 11-12. 
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dan juga untuk penggunaan sah lainnya berkenaan dengan kebebasan 
tersebut. Sesuai ketentuan tersebut, aspek-aspek kebebasan di laut lepas 
berlaku juga di zona ekonomi eksklusif. Apakah dari ketentuan ini dapat 
disimpulkan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai laut lepas merupakan 
suatu masalah yang tidak dapat dijawab secara tegas oleh konvensi? 
Tampaknya kemungkinan paling besar adalah bahwa zona ekonomi 
eksklusif merupakan zona yang “sui generis”.33 
 Konvensi juga berisi pengaturan tentang penetapan batas zona 
ekonomi eksklusif antara negara-negara yang pantainya berhadapan 
maupun berdampingan. Penetapan batas tersebut harus ditetapkan 
melalui perjanjian dengan didasarkan pada hukum internasional untuk 
mendapatkan suatu penyelesaian yang adil. Apabila tidak dicapai suatu 
persetujuan, negara-negara yang bersangkutan harus menyelesaikan 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam konvensi mengenai penyelesaian 
sengketa. Pasal 121 juga penting untuk penetapan batas zona ekonomi 
eksklusif ini karena dalam pasal tersebut dinyatakan “batu karang” 
(dengan kata lain, pulau) yang tidak mendukung adanya kediaman 
manusia atau kehidupan ekonomi tidak berhak untuk memiliki zona 
ekonomi eksklusif.34 
 Perlu dicatat bahwa negara-negara pantai telah menikmati hak-hak 
berdaulat atas dasar laut dan tanah dibawahnya diluar laut teritorial bukan 
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menurut konvensi mengenai landas kontinen saja, tetapi juga berdasarkan 
hukum internasional publik umum. Walaupun hak-hak tersebut terikat 
dengan keadaan geologis dari landas kontinen (sebagaimana dikukuhkan 
oleh Mahkamah Internasional dalam kasus “North Sea Continental 
Shelf”).35 
 Hak-hak negara pantai terhadap dasar laut dalam artian prinsip 
zona ekonomi eksklusif terpisah dengan anggapan ini. Sebagai contoh, 
hal ini dapat diterapkan pada daerah-daerah yang secara geologis 
merupakan bagian dari dasar samudera dalam, sepanjang daerah-daerah 
tersebut berada dalam batas 200 mil.36 
6. Landas Kontinen (Continental Shelf) 
 Yang dimaksud dengan landas kontinen menurut UNCLOS 1982 
adalah daerah dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada diluar laut 
teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke 
batas terluar tepian kontinen, atau sampai jarak 200 mil laut diukur dari 
garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila 
sisi terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Pengertian ini 
berbeda dengan pengertian menurut Konvensi Jenewa Tahun 1958 
tentang Landas Kontinen. Dalam hal ini, batas terluar landas kontinen 
sampai kedalaman 200 meter dan kriteria eksploitabilitas digantikan oleh 
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kriteria geologis (batas terluar tepian kontinen) serta kriteria jarak (batas 
200 mil).37 
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 khususnya tentang 
konvensi mengenai dataran kontinental, pada penjelasan Pasal 2 
diungkapkan bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan atas 
kontinentalnya. Dan dengan kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan 
dibawah laut sehingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam 
konvensi, setelah dapat diterima oleh negara-negara bukan negara pantai 
atau negara-negara yang secara geografis tidak beruntung, ditentukan 
bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan 
pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan 
eksploitasi sumber kekayaan non hayati landas kontinen diluar 200 mil 
laut.38 
 Untuk landas kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah 
dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp/Tahun 1960 yaitu wilayah 
diluar 12 mil laut dengan kedalaman sampai 200 meter atau lebih dimana 
masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan 
alam. Sedangkan kekayaan alam yang dapat dilakukan eksploitasi, 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 adalah 
mineral dan sumber daya tak bernyawa lainnya, di dasar laut dan atau 
                                                          
37Ibid. 
38Joko Subagyo, Op.cit., hlm. 40-41. 
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didalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme 
hidup yang termasuk dalam jenis silinder, yaitu organisme yang pada 
masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah 
dasar laut atau tak dapat bergerak, kecuali dengan cara selalu menempel 
pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya.39 
 Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai penguasaan 
penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia 
dan kekayaan alam itu milik negara. Akibat adanya penguasaan, maka 
setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas 
daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun 
penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam, harus dilakukan sesuai dengan 
kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Adanya kehijaban 
tersebut bagi pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk 
dilakukannya pengawasan yang diperlukan, agar hal-hal yang dianggap 
tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini, namun 
disisi lain dengan adanya kehijaban tersebut pengurangan kebebasan 
sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan/aturan yang 
ada.40 
 Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan terjadi 
pelanggaran, pelanggaran atas ketentuan yang telah dikeluarkan 
pemerintah Indonesia akan mendapatkan ganjaran berupa: 
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(1) Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) 
tahun, dan/atau 
(2) Denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).41 
 Pelanggaran dengan ancaman tersebut diatas dikenakan terhadap: 
(1) Pelanggaran atas ketentuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-
sumber kekayaan alam. 
(2) Pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan penyelidikan ilmiah 
kekayaan alam. 
(3) Dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi dan penyelidikan ilmiah 
sumber kekayaan alam di laut kontinental Indonesia, sehingga 
menimbulkan pencemaran atas: 
 (1) Air laut di landas kontinen Indonesia. 
 (2) Meluapnya pencemaran.42 
Kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan eksplorasi 
maupun eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dapat diperoleh 
berupa: 
(1) Dapat dibangunnya instalasi-instalasi di landas kontinen. 
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(2) Dapat dibangunnya kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya untuk 
kepentingan kegiatan. 
(3) Dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan instalasi-instalasi atau alat-
alat yang ada.43 
 Agar semua instalasi dan alat-alat tersebut dapat terhindar dari 
gangguan-gangguan yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka untuk 
perlindungannya bagi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan 
dengan menetapkan suatu daerah terlarang. Yang dimaksud dengan 
daerah terlarang adalah wilayah yang tidak boleh dilakukan kegiatan-
kegiatan lainnya kecuali kegiatan yang ada sebelumnya, selebar tidak 
melebihi 500 meter dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, 
kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di landas kontinen 
dan/atau diatasnya. Untuk kepentingan perlindungan dan pengamanan 
tersebut diatas, pemerintah menetapkan daerah terbatas selebar tidak 
melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang 
itu dengan maksud kapal-kapal pihak ketiga dilarang membongkar atau 
membuang sesuatu.44 
 Pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas 
kontinen sepenuhnya menjadi wewenang negara pantai, dengan 
memperhatikan batasan-batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
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negara pantai dan adanya kemungkinan timbulnya salah paham atau 
salah pengertian yang mengakibatkan perselisihan antar kepentingan-
kepentingan dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam, akan menjadi 
perhatian yang serius bagi pemerintah untuk menyelesaikannya. 
7. Laut Lepas (High Seas) 
 Ketentuan mengenai laut lepas yang terdapat dalam UNCLOS 
1982 berlaku pada semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi 
eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman, ataupun perairan kepulauan. 
Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa zona ekonomi 
eksklusif tidak temasuk rezim laut lepas. Namun demikian, Pasal 86 
menyatakan bahwa ketentuan ini tidak memengaruhi beberapa 
kebebasan yang dinikmati oleh negara-negara di zona ekonomi eksklusif 
sesuai dengan Pasal 58. Oleh karena itu, hal ini tampaknya bukan 
merupakan alasan yang cukup untuk menegaskan bahwa zona ekonomi 
eksklusif membentuk bagian dari laut lepas. Sebagaimana dinyatakan 
sebelumnya bahwa mungkin lebih baik bila zona ekonomi eksklusif 
dianggap sebagai rezim yang sui generis, dimana hanya beberapa aspek 
tertentu saja dari kebebasan di laut lepas yang diterapkan. Selain itu, 
peristilahan “laut lepas” diartikan sebagai perairan yang berada diluar 
batas 200 mil laut zona ekonomi eksklusif.45 
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 Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara yang berpantai 
maupun yang tidak berpantai. Kebebasan di laut lepas ini antara lain (a) 
kebebasan berlayar; (b) kebebasan untuk terbang diatasnya; (c) 
kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut; (d) kebebasan 
membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya; (e) 
kebebasan menangkap ikan; dan (f) kebebasan melakukan riset ilmiah. 
 Kebebasan-kebebasan ini harus dilaksanakan oleh negara-negara 
dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara lain, serta 
hak-hak yang tercantum dalam konvensi mengenai eksploitasi kawasan 
dasar laut dalam. Laut lepas harus digunakan hanya untuk maksud-
maksud damai dan tidak ada satu negara pun dapat menyatakan 
kedaulatannya terhadap bagian dari laut lepas ini. 
8. Kawasan Dasar Laut Internasional (International Seabed Area) 
 Zona maritim terakhir yang akan dibicarakan disini adalah 
mengenai dasar laut dalam, yaitu suatu kategori yang tidak dikenal dalam 
hukum laut klasik. Konvensi Jenewa 1958 menetapkan dasar laut dalam 
ini dengan istilah “kawasan”, yang diartikan sebagai dasar laut dan tanah 
dibawahnya yang berada diluar batas-batas yurisdiksi nasional. Ini berarti 
bahwa “kawasan” adalah dasar laut diluar zona ekonomi eksklusif, kecuali 
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daerah dasar laut diluar batas tersebut termasuk bagian dari landas 
kontinen suatu negara pantai.46 
 Menurut konvensi ini, “kawasan” dan sumber kekayaan alam 
didalamnya dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia. 
Tidak satu negara pun yang menyatakan kedaulatannya ataupun hak 
berdaulatnya terhadap bagian dari “kawasan” ini, ataupun terhadap 
sumber kekayaan alamnya. Semua hak-hak atas sumber kekayaan alam 
ini diserahkan kepada umat manusia secara keseluruhan. Rezim hukum 
yang dibentuk oleh Konvensi Jenewa 1958 memberikan akibat praktis 
bagi prinsip dasar yang akan dirinci secara dalam kemudian.47 
 
Sumber: http://farradibamq.blogspot.co.id/2015_06_01_archive.html 
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1. Deklarasi Djuanda 1957 
Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 
1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, 
adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia 
adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia 
menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.48 
Sebelum deklarasi Djuanda, pembagian wilayah negara Republik 
Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu 
Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) 
dan Staatsblad 1939 No. 442. TZMKO 1939 itu sendiri memuat 4 
kelompok mengenai perairan Indonesia. Pertama, apa yang disebut 
dengan “de Nederlandsch Indische territoriale zee”, yaitu Laut Teritorial 
Indonesia. Kedua, apa yang disebut dengan “Het Nederlandsch-indische 
Zeege bied”, yaitu Perairan Teritorial Hindia Belanda, termasuk bagian 
laut teritorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai, daerah liar 
dari teluk-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai dan terusan. 
Ketiga, apa yang disebut dengan “de Nederlandsch-Indische Binnen 
Landsche wateren”, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat 
laut teritorial Indonesia termasuk sungai-sungai, terusan-terusan dan 
danau-danau, dan rawa-rawa Indonesia. Keempat, apa yang disebut 
dengan “de Nederlandsch-Indische Wateren“, yaitu laut teritorial termasuk 
                                                          
48Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda, diakses tanggal 21 Desember 2016, 
jam 14.00 WITA. 
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perairan pedalaman Indonesia.49 TZMKO 1939 ini berlaku mulai dari tahun 
1939-1957 kemudian mengalami perubahan yang mendasar dengan 
adanya pengumuman pemerintah tanggal 13 Desember Tahun 1957 yang 
kita kenal dengan Deklarasi Djuanda 1957. Dalam peraturan zaman 
Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut 
disekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut disekeliling sejauh 
3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari 
laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.50 
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-
prinsip negara kepulauan (archipelagic state) yang pada saat itu 
mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut 
antar pulau pun merupakan wilayah RI dan bukan kawasan bebas. 
Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No. 4/Prp/1960 
tentang Perairan Indonesia. Akibatnya, luas wilayah Republik Indonesia 
berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan 
pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu 
belum diakui secara internasional.51 
                                                          
49Boy Yendra Tamin, 2013, Makalah: “Kontribusi Hukum Bagi Wilayah Perikanan Indonesia dan 
Pemanfaatannya”, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang. 
50Anonim, Wikipedia, Op.cit. 
51Ibid. 
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Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) 
dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas 
mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.52 
Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 
1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut 
PBB ke-III Tahun 1982 (UNCLOS). Selanjutnya, deklarasi ini dipertegas 
kembali dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 
1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.53 
Isi dari Deklarasi Djuanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, 
menyatakan: 
1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang 
mempunyai corak tersendiri. 
2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan 
satu kesatuan. 
3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah 
keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu 
tujuan :  
                                                          
52A Chronology of the Major Marine and Coastal Policy of Indonesia 1945-2002, dikutip dari 
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda, diakses tanggal 21 Desember 2016, jam 14.00 
WITA. 
53Ibid. 
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1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia 
yang utuh dan bulat. 
2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan asas 
negara kepulauan. 
3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin 
keamanan dan keselamatan NKRI.54 
2. Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 
Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional 
dan dimasukkan kedalam UNCLOS III Tahun 1982, utamanya pada Pasal 
46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan” berarti 
suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan 
dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian “kepulauan” 
berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya 
dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian 
eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu 
merupakan suatu kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki, 
atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Pengaturan dalam 
Bab IV UNCLOS 1982 dimulai dengan penggunaan istilah negara 
kepulauan (archipelagic state). Pada pasal 46 butir (a) disebutkan bahwa, 
“Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu 
atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Maksud dari 
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Pasal 46 butir (a) tersebut adalah, secara yuridis, pengertian negara 
kepulauan akan berbeda artinya dengan definisi negara yang secara 
geografis wilayahnya berbentuk kepulauan. Hal ini dikarenakan, dalam 
Pasal 46 butir (b) disebutkan bahwa kepulauan adalah suatu gugusan 
pulau-pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain 
wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga 
pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu 
kesatuan geografis, ekonomi dan politik yang hakiki atau yang secara 
historis dianggap sebagai demikian. Dengan kata lain, Pasal 46 ini 
membedakan pengertian yuridis antara negara kepulauan (archipelagic 
state) dengan kepulauan (archipelago) itu sendiri.55 
Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi bahwa penarikan garis 
pangkal kepulauan (archipelagic baseline) tidak bisa dilakukan oleh 
semua negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara 
kepulauan. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 
bila ingin melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan. Yaitu, satu 
kesatuan geografis, ekonomi, politik dan historis.56 
Berikut adalah penjelasan pasal demi pasal mengenai Negara 
Kepulauan pada bab IV UNCLOS 1982. Dimulai dari Pasal 46 tentang 
penggunaan istilah negara kepulauan, yang berarti suatu negara yang 
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seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup 
pulau-pulau lain.57 
Pada pasal 47 berisi secara rinci tentang pengaturan penarikan 
garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines), yaitu: 
1.  Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus 
kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan 
karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa 
didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan 
suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan 
daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu 
dan sembilan berbanding satu. 
2.  Panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, 
kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang 
mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, 
hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut. 
3.  Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu 
jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut. 
4.  Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, 
kecuali apabila diatasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi 
serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau 
                                                          
57Lihat Bag IV Pasal 46 (a) Konvensi Hukum Laut 1982. 
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apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian 
pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau 
yang terdekat. 
5.  Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu 
negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga 
memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif. 
6.  Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan 
terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung 
berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah 
lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut 
terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan 
dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku 
dan harus dihormati. 
7.  Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan 
berdasarkan ketentuan ayat (1), daerah daratan dapat mencakup 
didalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang, pulau-
pulau dan atol, termasuk bagian plateau oceanic yang bertebing 
curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau 
batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang 
terletak di sekeliling plateau tersebut. 
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8.  Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus 
dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang 
memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya, dapat 
dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas 
memerinci datum geodetik. 
9.  Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya 
peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus 
mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.58 
Pada pasal 48 berisi tentang pengukuran lebar laut teritorial, zona 
tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang harus diukur 
dari garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan Pasal 
47.59 
Pada pasal 49 berisi tentang status hukum perairan kepulauan, 
ruang udara diatas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di 
bawahnya, yaitu: 
1.  Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup 
oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan 
Pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan 
kedalaman atau jaraknya dari pantai. 
                                                          
58Lihat Bab IV Pasal 47 Ayat (1-9) Konvensi Hukum Laut 1982. 
59Lihat Bab IV Pasal 48 Konvensi Hukum Laut 1982. 
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2.  Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga 
dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang 
terkandung di dalamnya. 
3.  Kedaulatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab ini. 
4.  Rezim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam Bab ini 
bagaimanapun juga tidak boleh dibidang lain mempengaruhi status 
perairan kepulauan, termasuk alur laut, atau pelaksanaan kedaulatan 
oleh negara kepulauan atas perairan demikian dan ruang udara, 
dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang 
terkandung di dalamnya.60 
Pada pasal 50 berisi tentang penetapan batas perairan pedalaman 
yang dimana, dalam perairan kepulauannya, negara kepulauan dapat 
menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan 
pedalaman, sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10 dan 11.61 
Pada pasal 51 berisi tentang perjanjian yang berlaku, hak perikanan 
tradisional dan kabel laut yang ada, yaitu: 
1.  Tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 49, negara kepulauan harus 
menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus 
mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah 
negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah 
tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan 
                                                          
60Lihat Bab IV Pasal 49 Ayat (1-4) Konvensi Hukum Laut 1982. 
61Lihat Bab IV Pasal 50 Konvensi Hukum Laut 1982. 
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ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk 
sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan 
demikian berlaku atas permintaan salah satu negara yang 
bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. 
Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga 
atau warga negaranya. 
2.  Suatu negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang 
dipasang oleh negara lain dan yang melalui perairannya tanpa 
melalui darat. Suatu negara kepulauan harus mengizinkan 
pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah diterimanya 
pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk 
memperbaiki atau menggantinya.62 
Pada pasal 52 berisi tentang pengaturan hak lintas damai (right of 
innocent passage), yaitu: 
1. Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 53 dan tanpa mengurangi arti 
ketentuan Pasal 50, kapal semua negara menikmati hak lintas damai 
melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II, 
bagian 3. 
2.  Negara kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal 
maupun diskriminasi nyata diantara kapal asing, menangguhkan 
sementara lintas damai kapal asing di daerah tertentu perairan 
                                                          
62Lihat Bab IV Pasal 51 Konvensi Hukum Laut 1982. 
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kepulauannya, apabila penangguhan demikian sangat perlu untuk 
melindungi keamanannya. Penangguhan demikian akan berlaku 
hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya.63 
Pada pasal 53 berisi tentang pengaturan hak lintas alur laut 
kepulauan (right of archipelagic sea lanes passage) secara rinci, yaitu: 
1.  Suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute 
penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal 
dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta 
secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan 
laut teritorial yang berdampingan dengannya. 
2.  Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut 
kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian. 
3.  Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan 
penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini dalam 
cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus 
menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang 
antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan 
bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. 
4.  Alur laut dan rute udara demikian harus melintasi perairan kepulauan 
dan laut teritorial yang berdampingan dan mencakup semua rute 
lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur untuk pelayaran 
                                                          
63Lihat Bab IV Pasal 52 Konvensi Hukum Laut 1982. 
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internasional atau penerbangan melalui atau melintasi perairan 
kepulauan dan di dalam rute demikian, sepanjang mengenai kapal, 
semua alur navigasi normal dengan ketentuan bahwa duplikasi rute 
yang sama kemudahannya melalui tempat masuk dan keluar yang 
sama tidak perlu. 
5.  Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan 
suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari tempat 
masuk rute lintas hingga tempat keluar. Kapal dan pesawat udara 
yang melakukan lintas melalui alur laut kepulauan tidak boleh 
menyimpang lebih dari pada 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu 
demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara 
tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang 
dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang 
berbatasan dengan alur laut tersebut. 
6.  Suatu negara kepulauan yang menentukan alur laut menurut 
ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah lalu 
lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan sempit 
dalam alur laut demikian. 
7.  Suatu negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah 
untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat 
mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang telah 
45 
 
ditentukan atau ditetapkan sebelumnya dengan alur laut atau skema 
pemisah lalu lintas lain. 
8.  Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai 
dengan peraturan internasional yang diterima secara umum. 
9.  Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan atau 
mengganti skema pemisah lalu lintas, suatu negara kepulauan harus 
mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional berwenang 
dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya 
dapat menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang 
demikian sebagaimana disetujui bersama dengan negara kepulauan, 
setelah mana negara kepulauan dapat menentukan, menetapkan 
atau menggantinya. 
10.  Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu 
alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau 
ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan sebagaimana 
mestinya. 
11.  Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus mematuhi 
alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan pasal ini. 
12.  Apabila suatu negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute 
penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat 
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dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran 
internasional.64 
Pada pasal 54 berisi tentang kewajiban kapal dan pesawat udara 
selama melakukan lintas, kegiatan riset dan survey, kewajiban negara 
kepulauan dan peraturan Perundang-Undangan negara kepulauan 
bertalian dengan lintas alur laut kepulauan mengacu pada Pasal 39, 40, 
42 dan 44 berlaku mutatis mutandis bagi lintas alur laut kepulauan.65 
3. Alur Laut Kepulauan 
 Alur laut kepulauan adalah jalur yang disediakan oleh setiap negara 
kepulauan untuk digunakan oleh kapal asing yang ingin melintas di 
wilayah negara kepulauan tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No. 6 
Tahun 1996, Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal 
atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan 
pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk 
transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak 
terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang 
berdampingan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif 
Indonesia dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia 
lainnya. Jadi setiap negara kepulauan yang tidak menetapkan alur laut 
kepulauannya maka dianggap sebagai jalur pelayaran internasional 
dengan tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Pasal 
                                                          
64Lihat Bab IV Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982. 
65Lihat Bab IV Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982. 
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53 ayat (2) UNCLOS 1982 menentukan bahwa pada perairan kepulauan, 
semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas alur laut 
kepulauan melalui alur laut kepulauan yang telah ditetapkan dan rute 
udara diatasnya. Menurut pasal 53 ayat (3) lintas alur laut kepulauan 
adalah :  
“Pelaksanaan sesuai dengan Konvensi hak-hak pelayaran dan 
lintas penerbangan dengan cara-cara yang normal semata-mata untuk 
melakukan transit yang terus–menerus cepat dan tidak terhalang antara 
satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian lain 
dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif”.66 
 
Selanjutnya berdasarkan Pasal 44 (yang berlaku mutatis mutandis 
atas dasar Pasal 54), Negara kepulauan tidak boleh menghambat atau 
menghentikan lintas pelayaran alur laut kepulauan.67 
Penetapan alur laut kepulauan mengandung beberapa ciri khusus. 
Menurut pasal 3, negara kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan 
dan rute diatasnya. Alur-alur demikian harus melintasi perairan kepulauan 
dan laut teritorial yang berdampingan serta mencakup semua rute lintas 
normal yang digunakan sebagai rute atau alur untuk pelayaran 
internasional (routes customarily used for international navigation), namun 
demikian sebelum menetapkan alur laut kepulauan tersebut, negara 
kepulauan diharuskan oleh Pasal 53 ayat (9) untuk mengajukan usulnya 
tentang alur laut kepulauan yang telah ditetapkan tersebut kepada 
organisasi internasional yang berkompeten dengan maksud untuk dapat 
disetujui. Ayat ini juga menentukan bahwa organisasi tersebut hanya 
                                                          
66Lihat Pasal 53 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982. 
67Repository USU tentang Pengaturan Alur Laut Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982. 
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dapat menyetujui alur laut kepulauan yang disetujui bersama dengan 
negara kepulauan. Ini berarti bahwa negara kepulauan hanya dapat 
menetapkan alur laut kepulauan yang telah disetujui bersama dengan 
organisasi internasional yang kompeten. Jika persetujuan ini tidak tercapai 
sehingga negara kepulauan tidak dapat menetapkan alur laut kepulauan, 
maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (12), hak lintas alur laut kepulauan 
dapat dilaksanakan melalui rute-rute yang biasanya digunakan untuk 
pelayaran internasional.68 
Sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut diatas dan melihat 
betapa peliknya permasalahan alur-alur laut kepulauan ini, Indonesia 
mutlak perlu mengadakan kerjasama dengan masyarakat internasional 
dalam menentukan alur-alur kepulauan di perairan kepulauan Indonesia. 
Menarik pelajaran dari perjuangan Indonesia dalam memenangkan 
pengakuan internasional atas asas-asas negara kepulauan, kiranya 
strategi yang sama dapat dilakukan, yaitu memanfaatkan forum 
multilateral, regional dan bilateral. Sebelum melancarkan usaha 
mendekatkan diplomasi dengan negara-negara lain, kiranya Indonesia 
juga perlu terlebih dahulu mengadakan persiapan-persiapan dengan 
melakukan penelitian-penelitian yang bersifat teknis bagi penyusunan 
                                                          
68Nugroho Wisnumurti, “Pengaruh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 terhadap politik luar 
negeri Indonesia”, (TASKAP peserta khusus Regular Angkatan ke-XXI, Lembaga Pertahanan 
Nasional, 1988), hal. 29.  Dikutip dari Repository USU tentang Pengaturan Alur Laut Kepulauan 
Berdasarkan UNCLOS 1982. 
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alasan yang nalar untuk mempermudah perjuangan nantinya di forum 
internasional.69  
B. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
Sebelum berbicara lebih jauh mengenai hak lintas alur laut 
kepulauan, perlu diketahui ada beberapa hak lintas yang berlaku di 
perairan kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu: 
1. Hak Lintas Damai (Rights Of Innocent Passage) 
Zaman dahulu hanya ada satu pola pandang terhadap kegunaan 
laut sebagai alat transportasi dan komunikasi. Dalam perkembangannya 
kemudian, kehadiran kapal-kapal asing pada jalur perairan sepanjang 
pantai menimbulkan suatu akibat yang mengganggu kedudukan negara 
pantai sebagai suatu negara yang berdaulat. Kebijaksanaan umum yang 
berkembang kemudian adalah untuk sedapat mungkin mengadakan 
pembatasan terhadap kehadiran atau lewatnya kapal-kapal asing pada 
wilayah laut yang terletak berdampingan dengan wilayah pantai suatu 
negara. Kompromi yang dihasilkan dari adanya pertentangan diantara dua 
kepentingan yang sama kuatnya ini akhirnya melahirkan suatu doktrin 
baru yang lahir dalam bentuk konsepsi lintas damai, yaitu pemberian 
suatu hak kepada kapal-kapal asing untuk melintasi wilayah laut yang 
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berada dalam yurisdiksi (dan dengan demikian kedaulatan) suatu negara 
dengan pembatasan-pembatasan tertentu.70 
Secara umum, Pasal 45 UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak 
lintas damai bagi kapal-kapal asing untuk melalui selat yang digunakan 
untuk pelayaran internasional. Hak lintas damai dapat diterapkan pada 
selat-selat dimana hak lintas transit tidak berlaku. Dalam Konvensi 
Jenewa tentang laut teritorial dan jalur tambahan 1958, kriteria damai bagi 
suatu lintasan ditetapkan sebagai “so long as it is not prejudicial to the 
peace, good order or security of the coastal state”. Konsepsi yang sama 
masih dapat ditemukan dalam Pasal 19 dari UNCLOS 1982. 
Perbedaannya baru dapat ditemukan dalam bagian berikutnya yang 
memerinci tentang kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak damai.71 
Pelaksanaan Hak Lintas Damai menurut Pasal 19 ayat (2), haruslah:  
1. Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar 
kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, 
atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas 
hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB; 
2. Tidak melakukan latihan militer atau sejenisnya tanpa seizin negara 
pantai; 
                                                          
70Etty R. Agoes, 1991, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, 
Penerbit Abardin, Bandung, hlm. 119. 
71Ibid. 
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3. Tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi tertentu yang merugikan pertahanan dan keamanan negara 
pantai; 
4. Tidak melakukan tindakan propaganda yang bertujuan untuk 
mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara pantai; 
5. Tidak melakukan peluncuran, pendaratan diatas kapal apapun 
termasuk kapal militer; 
6. Tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, mata uang 
yang melanggar aturan customs, fiscal, immigration, or sanitary laws 
negara pantai; 
7.   Tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan pencemaran; 
8.   Tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; 
9.   Tidak melakukan kegiatan penelitian; 
10. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ke sistem komunikasi 
atau setiap fasilitas atau instalasi negara pantai; 
11. Tidak melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan 
lintasan. 
Pasal 32 memberikan pengecualian bagi kapal perang atau kapal 
pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial. Pasal 29 
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memberikan definisi kapal perang yaitu suatu kapal yang dimiliki oleh 
angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang 
menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, dibawah komando 
seorang perwira, yang diangkat oleh pemerintah negaranya dan namanya 
terdaftar oleh dinas militer yang tepat atau daftar yang serupa yang 
diawasi oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata 
reguler. Dengan demikian, UNCLOS 1982 dapat dikatakan telah berhasil 
dalam menetapkan suatu pengaturan yang lebih jelas mengenai 
pelaksanaan hak lintas damai, dan negara pantai tidak dibenarkan untuk 
mengurangi atau menghalangi pelaksanaan hak lintas damai tersebut.72 
2. Hak Lintas Transit (Rights of Transit Passage) 
 Pasal 38 ayat (2) memberi pengertian tentang lintas transit sebagai 
pelaksanaan dari kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan 
pasal ini, semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung 
dan secepat mungkin, pada selat yang digunakan untuk pelayaran 
internasional yang menghubungkan dua wilayah laut sebagaimana yang 
digambarkan dalam Pasal 37.73 
Dengan demikian lintas transit hanya berlaku untuk: 
1. Lintas melalui selat tanpa berhenti dari kedua arah; 
                                                          
72Anita Musliana, 2015, Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran di Kawasan ALKI Ditinjau 
dari Perspektif UNCLOS 1982 dan PP No. 37 Tahun 2002, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 40. 
73Etty R. Agoes, Op.cit., hlm. 128. 
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2. Lintasan melalui sebagian dari selat untuk memasuki atau 
meninggalkan negara pantai; 
3. Lintasan dari negara pantai melalui sebagian dari selat menuju ke 
laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.74 
Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu lintas 
transit, faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat sebagai 
perairan yang menghubungkan satu bagian dari laut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi 
eksklusif. Oleh karena itu untuk dapat dianggap sebagai lintas transit, 
suatu lintasan harus dimulai dan/atau berakhir pada satu bagian dari laut 
lepas atau zona ekonomi eksklusif. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa 
pada selat demikian hanya berlaku rezim lintas transit saja, karena masih 
dimungkinkan juga berlakunya rezim lintas damai selama lintasan tersebut 
bukan merupakan salah satu dari ketiga bentuk lintasan tersebut diatas.75 
Berbeda dengan lintas damai, untuk lintas transit tidak ada 
pembedaan pengaturan berdasarkan jenis kapal. Demikian juga, tidak 
terdapat persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan lintas itu sendiri, 
maupun kewajiban untuk meminta izin maupun memberitahukan terlebih 
dahulu. Disamping itu, Pasal 38 ayat (1) menjamin lintas transit bagi 
segala jenis kapal maupun pesawat udara tanpa ada pembedaan 
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berdasarkan jenis ataupun kategori. Dengan demikian lintas transit 
berlaku juga bagi kapal-kapal perang maupun pesawat udara militer. 
Meskipun demikian, dalam lintas transit tidak ada keharusan untuk 
meminta izin maupun memberitahukan terlebih dahulu.76 Begitupun 
halnya dengan kapal selam, dalam lintas transit tidak diharuskan untuk 
berlayar dipermukaan air. 
3. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan (Rights Of Archipelagic Sea Lanes 
Passage) 
 Jika dibandingkan dengan ketentuan tentang hak lintas damai yang 
memberikan batasan dalam bentuk larangan untuk melakukan kegiatan-
kegiatan tertentu, dan ketentuan tentang hak lintas transit yang 
memberikan wewenang terbatas kepada negara pantai untuk 
mengaturnya. Maka pasal 53 ayat (3) memberikan pengertian bagi hak 
lintas alur laut kepulauan, sebagai berikut: 
 “Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan 
penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam cara 
normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, 
langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian 
laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif lainnya”. 
Jadi pokok utama dari pengaturan tentang hak lintas alur laut 
kepulauan adalah bahwa lintasan ini selain dalam bentuk lintas pelayaran 
juga mencakup lintas penerbangan, yang dilakukan dalam cara yang 
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normal. Kedua, pasal ini menyebutkan adanya keharusan bahwa lintas 
pelayaran atau penerbangan tersebut hanya dimaksudkan untuk suatu 
lintasan yang terus-menerus, langsung, secepat mungkin dan tidak 
terhalang. Pokok ketiganya menetapkan bahwa lintasan tersebut harus 
dilakukan antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif 
dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.77 
Adapun pokok-pokok pengaturan tentang hak lintas alur laut 
kepulauan adalah sebagai berikut: 
1. Tidak adanya persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan 
tertentu; 
2. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengharuskan 
kapal selam untuk berlayar dipermukaan air; 
3. Hak lintas penerbangan bagi pesawat udara diakui; 
4. Kapal-kapal perang mempunyai imunitas terhadap ketentuan-
ketentuan konvensi tentang pencegahan pencemaran dan 
pelestarian lingkungan laut; 
5. Tidak adanya keharusan untuk meminta izin atau memberitahukan 
terlebih dahulu; 
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6. Tidak adanya penangguhan terhadap hak lintas alur laut 
kepulauan; 
7. Negara pantai tidak mempunyai hak untuk mencegah atau 
menghalangi lintasan oleh kapal-kapal asing; 
8. Negara bendera kapal atau negara tempat pesawat udara terdaftar 
bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan 
oleh pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan; 
9. Kapal-kapal diwajibkan untuk mematuhi peraturan Perundang-
Undangan negara kepulauan tentang hak lintas alur laut kepulauan; 
10. Hak lintas alur laut kepulauan hanya dapat dilaksanakan pada alur-
alur laut yang ditetapkan oleh negara kepulauan, untuk itu setiap 
penyimpangan dari garis sumbu pada alur-alur laut tersebut 
dikenakan persyaratan-persyaratan teknis. 
Perbandingan ketentuan-ketentuan tentang Hak Lintas Damai, Hak Lintas 
Transit dan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. Menurut Konvensi Hukum 
Laut 1982. 
 Hak Lintas Damai Hak Lintas Transit Hak Lintas Alur Laut 
Kepulauan 
Arti dan Maksud 
 
 
Lintas adalah damai 
sepanjang tidak merugikan 
bagi perdamaian, ketertiban 
dan keamanan negara 
pantai, disertai perincian 
kegiatan-kegiatan yang 
dianggap tidak damai  
(Pasal 19) 
Pelaksanaan kebebasan 
pelayaran dan 
penerbangan semata-mata 
untuk tujuan transit yang 
terus-menerus, langsung 
dan secepat mungkin 
(Pasal 38 ayat 2) 
Pelaksanaan hak pelayaran 
dan penerbangan dalam cara 
normal dan semata-mata 
untuk tujuan transit yang 
terus-menerus, langsung dan 
secepat mungkin (Pasal 53 
ayat 3) 
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Ruang Lingkup 
 
 
 
Hak Lintas 
Penerbangan 
 
Penangguhan 
 
Hak Negara Pantai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lintas harus terus-menerus, 
langsung serta secepat 
mungkin, kecuali perlu 
dilakukan karena “force 
mejeur” atau mengalami 
kesulitan, atau guna 
memberikan pertolongan 
(Pasal 18 ayat 2) 
Lintas berlaku juga untuk 
pelayaran ke atau dari 
perairan pedalaman atau 
singgah ditempat berlabuh 
ditengah laut atau pada 
fasilitas pelabuhan tersebut 
(Pasal 18 ayat 1) 
 
Wilayah perairan di alur-alur 
laut dan perairan pedalaman 
(Pasal 50 dan 53) 
 
 
Tidak diakui 
 
Diperbolehkan (Pasal 52 
ayat 2) 
 
Menetapkan peraturan 
perundang-undangan 
tentang lintas damai 
meskipun terbatas tetapi 
lebih luas dibandingkan 
dengan lintas yang lain, 
dengan dibatasi dengan hal-
hal yang tidak boleh diatur 
(Pasal 21 dan 52) 
Dalam menerapkan 
peraturan perundang-
undangan tersebut, tidak 
boleh memaksakan 
persyaratan-persyaratan 
pada kapal-kapal asing yang 
secara praktis akan 
mengakibatkan penolakan 
atau pengurangan atas hak 
lintas damai (Pasal 24 ayat 
1 a) 
Dapat mencegah lintas yang 
dianggapnya tidak damai 
(Pasal 25 ayat 1) 
Dapat meminta kapal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selat yang digunakan 
untuk pelayaran 
internasional yang terletak 
diantara satu bagian laut 
lepas atau ZEE, dengan 
bagian lain dari laut lepas 
atau ZEE (Pasal 37) 
 
Diakui (Pasal 38 ayat 1) 
 
Tidak diperkenankan 
(Pasal 44) 
 
Menetapkan peraturan 
perundang-undangan 
tentang lintas transit dan 
lintas alur laut kepulauan, 
dan terbatas hanya pada 
hal-hal yang tercantum 
dalam ketentuan tersebut, 
dan tidak boleh bersifat 
diskriminatif (Pasal 42 dan 
54) 
Tidak diperkenankan untuk 
menerapkan peraturan 
perundang-undangan yang 
secara praktis akan 
mengakibatkan penolakan, 
menghambat atau 
merugikan pelaksanaan 
hak lintas transit atau hak 
lintas alur laut kepulauan 
(Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 
54). Kekecualian terhadap 
ketentuan ini mungkin 
dapat dilakukan dengan 
menggunakan ketentuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alur-alur laut dan rute 
penerbangan pada perairan 
kepulauan dan laut teritorial 
yang berbatasan dengannya 
(Pasal 53 ayat 1) 
 
 
Diakui (Pasal 53 ayat 1) 
 
Tidak diperkenankan (Pasal 
44) 
 
Menetapkan peraturan 
perundang-undangan tentang 
lintas transit dan lintas alur 
laut kepulauan, dan terbatas 
hanya pada hal-hal yang 
tercantum dalam ketentuan 
tersebut, dan tidak boleh 
bersifat diskriminatif (Pasal 42 
dan 54) 
Tidak diperkenankan untuk 
menerapkan peraturan 
perundang-undangan yang 
secara praktis akan 
mengakibatkan penolakan, 
menghambat atau merugikan 
pelaksanaan hak lintas transit 
atau hak lintas alur laut 
kepulauan (Pasal 42 ayat 2 
dan Pasal 54). Kekecualian 
terhadap ketentuan ini 
mungkin dapat dilakukan 
dengan menggunakan 
ketentuan Pasal 233 
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Kewajiban Negara 
Pantai 
 
 
 
 
 
Hak-hak Kapal dan 
Pesawat Udara 
 
Kewajiban Kapal dan 
Pesawat Udara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perang yang tidak mematuhi 
peraturan perundang-
undangan untuk segera 
meninggalkan laut teritorial 
atau perairan kepulauannya 
(Pasal 30) 
 
 
 
 
 
Tidak boleh menghalangi 
lintas damai kecuali apabila 
dilakukan sesuai dengan 
ketentuan konvensi (Pasal 
24 ayat 1) 
Harus mengumumkan 
secara cepat bahaya 
apapun bagi navigasi yang 
diketahuinya pada selat 
(Pasal 44) dan perairan 
kepulauannya (Pasal 52 
ayat 1) 
Kapal dapat menikmati hak 
lintas damai (Pasal 17 dan 
52 ayat 1) 
 
Harus memakai alur laut dan 
skema pemisah lalu lintas 
yang ditetapkan (Pasal 22 
ayat 1) 
Wajib mematuhi peraturan 
perundang-undangan 
negara pantai (Pasal 21 ayat 
4) dan (Pasal 43 ayat 4) 
Wajib mematuhi semua 
peraturan internasional yang 
bertalian dengan 
pencegahan tubrukan di laut 
yang diterima secara umum 
(Pasal 21 ayat 4) 
Kapal asing bertenaga 
nuklir, dll, harus membawa 
dokumen yang diperlukan 
dan mematuhi tindakan 
pencegahan khusus yang 
ditetapkan oleh perjanjian 
internasional bagi kapal-
Pasal 233 
Tidak ada ketentuan yang 
memberikan wewenang 
untuk mecegah lintas yang 
dianggapnya tidak damai 
Tidak ada ketentuan yang 
memberikan wewenang 
terhadap negara untuk 
meminta kapal perang 
yang tidak mematuhi 
peraturan perundang-
undangan untuk segera 
meninggalkan laut teritorial 
atau perairan 
kepulauannya 
 
Tidak boleh menghalangi 
pelaksanaan hak lintas 
transit (Pasal 44) 
Harus mengumumkan 
secara cepat bahaya 
apapun bagi navigasi yang 
diketahuinya pada selat 
(Pasal 44) 
 
Kapal dapat menikmati hak 
lintas transit (Pasal 38) 
 
Harus menghormati alur 
laut dan skema pemisah 
lalu lintas yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan 
ini (Pasal 41 ayat 7) 
Wajib mematuhi peraturan 
perundang-undangan 
negara pantai (Pasal 21 
ayat 4) dan (Pasal 43 ayat 
4) 
Wajib mematuhi peraturan 
hukum internasional yang 
diterima secara umum 
tentang: -Keselamatan 
pelayaran, termasuk 
peraturan internasional 
tentang pencegahan 
tubrukan di laut;                                      
-Peraturan Udara yang 
ditetapkan oleh ICAO;       -
Pencegahan, pengurangan 
dan pengendalian 
pencemaran yang berasal 
dari kapal;            -
Frekuensi radio.               
Tidak ada ketentuan yang 
secara nyata memberikan 
wewenang demikian, akan 
tetapi konvensi mengakui 
kedaulatan negara kepulauan 
pada perairan kepulauannya 
tersebut (Pasal 49 ayat 4) 
Tidak ada ketentuan yang 
memberikan wewenang 
terhadap negara untuk 
meminta kapal perang yang 
tidak mematuhi peraturan 
perundang-undangan untuk 
segera meninggalkan laut 
teritorial atau perairan 
kepulauannya 
 
Tidak boleh menghalangi 
pelaksanaan hak lintas alur 
laut kepulauan (Pasal 53 ayat 
3) 
Harus mengumumkan secara 
cepat bahaya apapun bagi 
navigasi yang diketahuinya 
pada laut teritorialnya (Pasal 
24 ayat 2) 
 
Kapal dapat menikmati hak 
lintas alur laut kepulauan 
(Pasal 53 ayat 2) 
 
Harus mematuhi alur laut dan 
skema pemisah lalu lintas 
yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan ini (Pasal 
53 ayat 11) 
Kewajiban timbul karena 
negara kepulauan 
mempunyai kedaulatan pada 
perairan kepulauannya (Pasal 
49) 
Wajib mematuhi peraturan 
hukum internasional yang 
diterima secara umum 
tentang:                           -
Keselamatan pelayaran, 
termasuk peraturan 
internasional tentang 
pencegahan tubrukan di laut;                                      
-Peraturan Udara yang 
ditetapkan oleh ICAO;       -
Pencegahan, pengurangan 
dan pengendalian 
pencemaran yang berasal 
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Alur Laut dan Skema 
Pemisah Lalu Lintas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapal Selam 
 
 
Kapal Riset 
 
 
 
Kegiatan-kegiatan lain 
diluar transit 
 
kapal demikian (Pasal 23) 
 
 
 
Dimana perlu, negara pantai 
menetapkan dan 
menunjuknya (Pasal 22 ayat 
1) 
Harus mencantumkannya 
secara jelas pada peta yang 
harus diumumkan 
sebagaimana mestinya 
(Pasal 22 ayat 4) 
Tidak terdapat ketentuan 
tentang penggantian alur 
laut dan skema pemisah lalu 
lintas 
Tidak ada keharusan untuk 
meminta penerimaan dari 
organisasi internasional 
yang berwenang dalam 
menetapkannya. Negara 
pantai hanya diminta untuk 
memperhatikan 
rekomendasi yang diberikan 
oleh organisasi internasional 
tersebut (Pasal 22) 
 
Harus berlayar di atas 
permukaan air (Pasal 20) 
 
Dilarang melakukan 
kegiatan riset maupun survei 
(Pasal 19 ayat 2 j) 
 
 
Tidak ada ketentuan tentang 
hal ini 
(Pasal 39) 
Tidak ada ketentuan 
tentang kapal asing 
bertenaga nuklir, dll 
 
Dapat menentukan dan 
menetapkannya (Pasal 41 
ayat 1) 
Harus mencantumkannya 
secara jelas pada peta 
yang harus diumumkan 
sebagaimana mestinya 
(Pasal 41 ayat 6) 
Apabila keadaan 
menghendakinya, dapat 
mengganti alur laut dan 
skema pemisah lalu lintas 
yang telah ditetapkan, 
dengan syarat harus 
mengumumkannya terlebih 
dahulu (Pasal 41 ayat 2) 
Ada kewajiban untuk 
melakukannya (Pasal 41 
ayat 4) 
 
 
 
Tidak ada ketentuan yang 
secara nyata mengharuskan 
kapal berlayar di atas 
permukaan air 
Dilarang melakukan riset 
dan survei tanpa izin 
terlebih dahulu dari negara 
pantai atau negara 
kepulauan (Pasal 40) 
 
Tunduk pada ketentuan lain 
dari konvensi (Pasal 38 ayat 
3) 
dari kapal;                               
-Frekuensi radio.               
(Pasal 54) 
Tidak ada ketentuan tentang 
kapal asing bertenaga nuklir, 
dll 
Dapat menunjukkan alur-alur 
laut dan rute penerbangan 
(Pasal 53 ayat 1); dan 
menetapkan skema pemisah 
lalu lintas (Pasal 53 ayat 6); 
penunjukan alur laut dan rute 
penerbangan tersebut harus 
mematuhi persyaratan teknis 
tertentu (Pasal 53 ayat 4 dan 
5) 
Harus mencantumkannya 
secara jelas pada peta yang 
harus diumumkan 
sebagaimana mestinya (Pasal 
53 ayat 10) 
Apabila keadaan 
menghendakinya, dapat 
mengganti alur laut dan skema 
pemisah lalu lintas yang telah 
ditetapkan, dengan syarat 
harus mengumumkannya 
terlebih dahulu (Pasal 53 ayat 
7) 
Ada kewajiban untuk 
melakukannya (Pasal 53 ayat 
9) 
Tidak ada ketentuan yang 
secara nyata mengharuskan 
kapal berlayar di atas 
permukaan air 
Dilarang melakukan riset dan 
survei tanpa izin terlebih 
dahulu dari negara pantai 
atau negara kepulauan (Pasal 
40) 
 
Tidak terdapat ketentuan 
tentang hal ini 
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1. Latar Belakang Adanya Hak Lintas Alur Laut Kepulauan    
Pembahasan mengenai hak lintas melalui perairan kepulauan 
dilatarbelakangi oleh masalah perbedaan kepentingan antara dua 
kelompok yaitu negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi serupa 
dengan negara pantai dan negara-negara maritim yang masih gigih ingin  
mempertahankan kebebasan pelayaran. Dengan latar belakang seperti itu 
perdebatan pada sidang-sidang UN Seabed Committee pun dimulai 
dengan lahirnya beberapa Rancangan Pasal-Pasal. Kalau dalam masalah 
selat, inisiatif untuk mengajukan Rancangan Pasal-Pasal datang dari 
negara-negara maritim terutama negara-negara adidaya, maka dalam 
masalah hak lintas melalui perairan kepulauan ini (yang merupakan 
bagian dari pembahasan tentang konsepsi negara kepulauan pada 
umumnya), inisiatif untuk mengajukan Rancangan Pasal-Pasal datang 
dari negara-negara kepulauan itu sendiri berupa Kertas Kerja dari Empat 
Negara yaitu Fiji, Indonesia, Mauritus, dan Filiphina.78 Untuk pertama 
kalinya sejak masalah negara kepulauan dibicarakan pada sidang-sidang 
UN Seabed Committee, suatu kertas kerja tentang masalah ini diajukan 
bersama-sama oleh empat negara tersebut. Kertas kerja ini merupakan 
suatu usaha pertama dari negara-negara tersebut, namun kertas kerja 
yang diajukan pada sidang musim semi tahun 1973 ini belum merupakan 
suatu Rancangan Pasal-Pasal yang terinci. Oleh karena itu keempat 
negara, pada sidang UN Seabed Committee berikutnya dimusim gugur 
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mengajukan suatu rancangan baru dan sebagai kelanjutan dari 
persidangan tersebut,79 pada Konferensi Hukum Laut III Rancangan 
Pasal-Pasal yang dipakai sebagai dasar perundingan tentang negara 
kepulauan adalah Rancangan Pasal dari 4 negara tersebut. Rancangan 
pasal-pasal ini pada garis besarnya didasarkan pada Kertas Kerja 4 
Negara yang telah disempurnakan kemudian dalam bentuk suatu 
Rancangan Pasal-Pasal yang diajukan pada Sidang UN Seabed 
Committee.80 
Konsepsi lintas damai melalui perairan kepulauan secara umum 
tidak menimbulkan kesukaran, justru yang menjadi masalah adalah rezim 
lintas melalui alur-alur laut. Walaupun negara-negara kepulauan telah 
bersedia untuk memberikan lintas damai melalui perairan kepulauan 
tersebut sebagai suatu hak, namun negara-negara maritim besar masih 
ingin mempertahankan prinsip kebebasan pelayaran. Negara-negara ini 
masih belum puas dan menghendaki agar terhadap alur-alur laut tersebut 
tetap diterapkan prinsip kebebasan pelayaran sebagaimana di laut lepas, 
yaitu dalam bentuk free transit atau unimpeded transit passage. Sudah 
tentu hal ini tidak sejalan dengan pandangan negara-negara kepulauan 
yang menganggap hal itu bertentangan dengan kedudukannya sebagai 
suatu negara yang berdaulat, dan kepentingan utamanya untuk 
memelihara kesatuan bangsa dan kestabilan nasionalnya.81 
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Dalam perkembangannya kemudian, jarak antara posisi negara-
negara kepulauan dan negara-negara maritim besar ini semakin 
mendekat dengan adanya perubahan sikap dari kedua belah pihak. 
Akhirnya dicapai suatu sikap dimana negara kepulauan bersedia untuk 
memberikan hak lintas damai melalui perairan kepulauan dan rezim lintas 
yang berbeda untuk lintasan melalui alur-alur laut yang kemudian 
dinamakan “hak lintas alur laut kepulauan” dan kemudian ditampilkan 
pada Konferensi Hukum Laut III.82 
2. Pengertian Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
Lintas menurut hukum internasional ditentukan dalam Pasal 18 
UNCLOS 1982, sebagai berikut: 
 lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan: 
1. Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau 
singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas 
pelabuhan di luar perairan pedalaman; 
2. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat 
berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. 
 lintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin. 
Namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, 
tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi 
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yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeur atau 
mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada 
orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya kesulitan.83 
Sedangkan pengertian alur laut kepulauan adalah alur laut yang 
dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, 
untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal 
semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat 
mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan 
laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian dari laut lepas atau 
zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif Indonesia lainnya.84 
Jadi, pengertian hak lintas alur laut kepulauan menurut UNCLOS 
1982 berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan konvensi dalam cara normal semata-mata untuk 
melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin 
serta tidak terhalang antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi 
eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.85 
Jadi pokok utama dari pengaturan tentang hak lintas alur laut 
kepulauan adalah bahwa lintasan ini selain dalam bentuk lintasan 
pelayaran juga mencakup lintas penerbangan, yang dilakukan dengan 
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cara yang normal. Kedua, pasal ini menyebutkan adanya keharusan 
bahwa lintas pelayaran atau penerbangan tersebut hanya dimaksudkan 
untuk suatu lintasan yang terus-menerus, langsung, secepat mungkin dan 
tidak terhalang. Pokok ketiganya, menetapkan bahwa lintasan tersebut 
harus dilakukan antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi 
eksklusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.86 
3. Hak dan Kewajiban Kapal Asing pada Alur Laut Kepulauan 
 Sebelum membahas mengenai hak dan kewajiban kapal asing 
pada alur laut kepulauan, sedikit akan dibahas mengenai hak dan 
kewajiban negara kepulauan itu sendiri, berikut adalah hak negara 
kepulauan menurut UNCLOS 1982, yaitu: Negara kepulauan berhak 
menentukan alur laut kepulauannya untuk digunakan sebagai rute 
pelayaran, Negara kepulauan berhak untuk menentukan traffic separation 
schemes untuk keselamatan pelayaran dan Negara kepulauan berhak 
untuk mengadopsi peraturan Perundang-Undangan terkait dengan alur 
laut kepulauan. Adapun kewajiban dari negara kepulauan, adalah: Negara 
kepulauan berkewajiban menyediakan jalur pelayaran sebagai 
konsekuensi dari pembuatan peraturan mengenai hak lintas alur laut 
kepulauan, Negara kepulauan berkewajiban untuk tidak menghalang-
halangi lintas alur laut kepulauan, Negara kepulauan berkewajiban 
mempublikasikan setiap bahaya pelayaran dan penerbangan kepada 
semua kapal dan pesawat udara yang melaksanakan lintas alur laut 
                                                          
86Ibid., hlm. 138. 
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kepulauan dan Negara kepulauan berkewajiban untuk tidak 
menangguhkan lintas alur laut kepulauan. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan 54 UNCLOS 1982, hak dan 
kewajiban bagi kapal-kapal yang melakukan lintasan tunduk pada 
peraturan yang telah ditetapkan oleh negara bersangkutan. Pokok utama 
dari pengaturan ini adalah bahwa semua kapal dan pesawat udara dapat 
melakukan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur-alur laut dan rute 
penerbangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian hak ini juga dapat 
dinikmati oleh kapal-kapal perang maupun pesawat-pesawat udara militer. 
Mengenai hal ini, ketentuan yang dapat dipakai adalah ketentuan-
ketentuan dari Pasal 39 dan 40. Mengenai kewajiban kapal yang terdapat 
dalam Pasal 54 yang merujuk pada Pasal 39, 40, 42 dan 44 memberikan 
perincian tentang rangkaian kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh kapal-kapal dan pesawat udara, yang dibedakan antara lain: 
1. Kewajiban-kewajiban yang berlaku umum baik bagi kapal-kapal 
maupun pesawat udara; 
2. Kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi kapal-kapal; dan 
3. Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pesawat udara.87 
Pada waktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, setiap 
kapal maupun pesawat udara diwajibkan untuk: 
                                                          
87Ibid., hlm. 143. 
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1. Lewat dengan cepat melalui atau diatas selat; 
2. Menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan 
apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan 
politik negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain 
apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional seperti 
tercantum dalam Piagam PBB; 
3. Menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain dari transit secara 
terus-menerus, langsung dan secepat mungkin dalam cara normal, 
kecuali karena force majeur atau karena kesulitan; 
4. Memenuhi ketentuan lain dari bagian ini yang relevan.88 
Khusus bagi kapal-kapal, pada waktu melakukan hak lintas alur laut 
kepulauan, ketentuan-ketentuan dibawah ini harus dipatuhi, yaitu: 
1. Memenuhi aturan hukum internasional yang diterima secara umum, 
prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk 
peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut; 
2. Memenuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, 
prosedur dan praktek tentang pencegahan, pengurangan dan 
pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.89 
                                                          
88Lihat Pasal 39 Ayat 1(a) sampai dengan (d) Konvensi Hukum Laut 1982, dikutip dari buku Etty R. 
Agoes, 1991, Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Penerbit 
Abardin, Bandung, hlm. 143. 
89Lihat Pasal 39 Ayat 2(a) dan (b) Konvensi Hukum Laut 1982, dikutip dari buku Etty R. Agoes, 
Ibid., hlm. 144. 
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  Bagi kapal-kapal yang digunakan untuk penelitian ilmiah dan survei 
hidrografis, untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan 
surveinya, Pasal 40 mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu dari negara 
kepulauan. Kewajiban-kewajiban lain yang harus dipatuhi oleh kapal-kapal 
maupun pesawat udara adalah bahwa dalam melaksanakan haknya ini 
kapal-kapal dan pesawat udara tersebut hanya dapat berlayar pada alur 
laut dan rute penerbangan yang telah ditetapkan oleh negara kepulauan. 
Selama melakukan lintasan tidak diperkenankan untuk menyimpang lebih 
dari 25 mil laut ke arah dua sisi dari garis sumbu alur-alur tadi. Disamping 
itu kapal-kapal tidak diperkenankan untuk berlayar mendekati pantai pada 
jarak kurang dari 10% dari jarak antara titik-titik terdekat pada pulau-pulau 
yang berbatasan dengan alur-alur laut tersebut.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
90Lihat Pasal 4 Ayat 2 PP No. 37 Tahun 2002, dikutip dari buku Etty R. Agoes, Ibid., hlm. 145. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian adalah suatu wilayah atau tempat di mana 
penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian 
dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Kota Makassar sesuai dengan 
instansi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis. 
Adapun secara khusus penulis menetapkan lokasi penelitian di beberapa 
tempat yaitu : 
 1. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI (Lantamal VI) Makassar 
 2. Perpustakaan Universitas Hasanuddin 
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
 Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan 
langsung dengan masalah yang dibahas dalam pembuatan skripsi ini.  
B. Jenis Dan Sumber Data 
 Adapun sumber data yang menjadi sumber informasi yang 
digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 
dengan informan di Lantamal VI Makassar.  
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 
laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan 
langsung dengan pembahasan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam hal pengumpulan data, teknik yang digunakan penulis untuk 
mendapatkan data atau informasi adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan langsung ke lokasi penelitian 
melakukan wawancara kepada instansi atau pihak yang berkaitan 
langsung dengan objek penelitian ini untuk mengumpulkan data 
primer. 
2. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan 
teoritis dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-
undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur 
lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. 
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D. Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan 
pada saat penelitian adalah data yang sifatnya kualitatif dengan 
pengolahan data digunakan analisis kualitatif. Data hasil dari penelitian 
pustaka dan penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan cara 
deskriptif yaitu data dari hasil wawancara oleh instansi atau pihak terkait 
baik yang berupa lisan maupun tulisan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. PENGATURAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL 
ASING MELAKUKAN LINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN 
INDONESIA 
 Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan di atas wilayah 
perairannya harus disertai dengan pengakuan dan berbagai 
penghormatan terhadap hak lintas kapal asing terutama hak lintas alur-
alur laut kepulauan. Namun pada saat bersamaan hak lintas seperti ini 
disertai dengan berbagai persyaratan yang wajib dipatuhi oleh kapal 
asing, termasuk kewajiban untuk mengikuti dan menggunakan alur-alur 
laut kepulauan yang telah ditentukan oleh Indonesia sebagai negara 
kepulauan. Pengaturan mengenai alur laut kepulauan itu sendiri telah 
diatur dalam UNCLOS 1982 yakni pada Pasal 53 ayat 1 yang mengatakan 
bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute 
penerbangan diatasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan 
pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat 
mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial 
yang berdampingan dengannya. Kemudian ditambahkan pada Pasal 53 
ayat 3 yang mengatakan bahwa lintas alur laut kepulauan berarti 
pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan konvensi dengan cara normal semata-mata untuk melakukan 
transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak 
terhalang antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif 
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dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Aturan seperti 
ini juga menunjukkan bahwa negara kepulauan yang telah diperjuangkan 
Indonesia telah membuahkan hasil dan alur laut kepulauan merupakan 
suatu hak negara lain untuk melakukan lintasan di perairan negara 
kepulauan tersebut. Ratifikasi UNCLOS 1982 memberikan keuntungan 
kepada Indonesia karena dengan demikian Indonesia diakui didunia 
internasional sebagai negara kepulauan dalam suatu kesatuan yang utuh 
dan bulat, serta pengakuan atas kedaulatan dan hukum RI diwilayah dan 
yurisdiksi perairannya. Namun dengan adanya pengaturan mengenai 
negara kepulauan, maka Indonesia harus mempertimbangkan dan 
mengakui hak-hak negara lain khususnya hak untuk melintas di perairan 
kepulauan Indonesia. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 yang mengatakan 
bahwa suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute 
penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan 
pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat 
mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial 
yang berdampingan dengannya, maka dengan demikian negara 
kepulauan dapat menentukan sendiri bagian yang dapat dilalui oleh kapal 
dan pesawat udara yang melakukan lintas pelayaran dan penerbangan, 
dimana penentuan ini sangat penting karena berkaitan dengan 
kepentingan keamanan maupun sumber kekayaan alam termasuk 
perlindungan lingkungan laut. 
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Sebelum menetapkan alur laut kepulauan tersebut, negara 
kepulauan harus mengajukan usul-usul alur laut kepulauan kepada 
organisasi internasional yang berwenang, dimana organisasi tersebut 
hanya dapat menerima alur laut yang disetujui bersama dengan negara 
kepulauan, seperti yang tercantum pada Pasal 53 ayat 9 yang berbunyi: 
“Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan atau 
mengganti skema pemisah lalu lintas, suatu negara kepulauan harus 
mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional berwenang dengan 
maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat menerima 
alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana 
disetujui bersama dengan negara kepulauan, setelah mana negara 
kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau menggantinya”. 
Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa tanpa adanya 
persetujuan dengan organisasi yang berkompeten dalam hal ini IMO 
bersama negara kepulauan, maka penetapan alur laut kepulauan yang 
telah ditentukan oleh negara kepulauan tersebut tidak dapat dilakukan. 
Penentuan alur laut kepulauan sebenarnya tidak diharuskan, negara 
kepulauan boleh saja tidak menentukan alur laut kepulauannya, akan 
tetapi apabila alur laut kepulauan tidak ditetapkan, maka semua kapal 
diperbolehkan melewati jalur-jalur navigasi normal yang biasanya 
digunakan untuk pelayaran internasional (“routes normally used for 
internasional navigation”) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 12 
UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa apabila suatu negara kepulauan 
tidak menetapkan alur-alur laut dan rute-rute penerbangan diatasnya, 
maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute-rute 
yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional. Dalam 
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menerapkan penetapan alur laut kepulauan, maka pada tahun 1996 
setelah berkonsultasi dengan perwakilan IMO, Indonesia kemudian 
disarankan untuk mengadakan konsultasi dengan IHO terkait dengan 
masalah hidrografi antara lain keselamatan pelayaran dan lingkungan 
hidup. Selanjutnya, Indonesia disarankan oleh IMO untuk mengirimkan 
surat secara resmi kepada Sekjen IMO tentang pengajuan proposal 
penentuan ALKI. Indonesia adalah negara kepulauan pertama didunia 
yang mengajukan alur laut kepulauan ke IMO. Dengan persetujuan IMO 
dan negara kepulauan lainnya, kemudian ditetapkan 3 ALKI. 3 ALKI inilah 
yang dapat digunakan untuk melintasi perairan Indonesia dari utara ke 
selatan atau dari selatan ke utara. Pada sidang Komite Keselamatan 
Maritim (Maritime Safety Committee) atau MSC-69 tahun 1998 di London, 
dalam rangka pemberlakuan ALKI secara internasional, pemerintah RI 
kemudian diwajibkan untuk mengundangkannya dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan nasional yang disampaikan kepada IMO untuk 
diumumkan. Selanjutnya, Indonesia menetapkan lintas ALKI yang diatur 
dalam perundang-undangan Indonesia antara lain UU No. 6 Tahun 1996 
tentang perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 
No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara 
Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Rute 
yang telah ditetapkan dan PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.91 
Indonesia menggunakan dua metode untuk mempublikasikan alur laut 
                                                          
91Anita Musliana, Op.cit., hlm. 59-60. 
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kepulauannya yaitu, dengan mencantumkan dalam peta Indonesia dan 
membuat tabel yang berisi daftar koordinat geografis titik-titik penghubung 
atau titik belok garis sumbu. Kedua cara yang digunakan Indonesia itu 
sebenarnya tidak diatur dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu, praktik 
yang digunakan oleh Indonesia sebagai salah satu penerapan kewajiban 
negara kepulauan untuk mempublikasikan alur laut kepulauannya dan 
juga sebagai praktik penerapan ketentuan UNCLOS 1982 yang 
mewajibkan negara kepulauan untuk menyiapkan alur laut kepulauannya 
agar dapat dilalui kapal asing. Indonesia sendiri telah mempublikasikan 35 
nomor peta laut yag berisi garis sumbu alur laut kepulauan, Indonesia juga 
telah mempublikasikan Berita Pelaut Indonesia (Notice to Marines) No. 8 
Tahun 2003 yang berisi tentang penentuan alur laut kepulauan Indonesia 
dan himbauan kepada semua kapal untuk mengikuti atau berlayar di alur 
laut kepulauan yang dimaksud.92 Selanjutnya, Panglima TNI 
mengeluarkan Juklak untuk pengamanan alur laut kepulauan yang berisi 
mengenai TNI yang akan melakukan beberapa langkah untuk 
mengamankan ALKI.93 Langkah yang akan dilaksanakan antara lain 
melakukan patroli di ALKI, menggelar pangkalan TNI AL dibeberapa 
daerah sepanjang ALKI dan membangun stasiun radar disepanjang 
                                                          
92Kresno Buntoro, 2012, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala, Penerbit: 
Republika, Jakarta, hlm. 128. 
93Berdasarkan Surat Keputusan TNI Nomor SKEP/645/VII/1999 tentang Prosedur Lapangan dalam 
Menjaga ALKI. Dikutip dari Buku Kresno Buntoro, 2012, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 
Prospek dan Kendala, Penerbit: Republika, Jakarta, hlm. 128. 
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ALKI.94 TNI AU juga akan melaksanakan patroli udara sepanjang ALKI 
dengan menggunakan pesawat udara patroli maritim.95 
Sebelum membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban 
kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia, perlu 
kita lihat bagaimana pengaturan hak dan kewajiban negara kepulauan 
dalam pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan di Indonesia sesuai 
dengan Pasal 54 yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 44 
UNCLOS 1982, yaitu: 
1. Negara kepulauan memiliki kewajiban pokok untuk tidak 
menghambat pelaksanaan lintas alur laut kepulauan. 
2. Negara kepulauan harus mengumumkan secara tepat setiap 
adanya bahaya bagi pelayaran maupun penerbangan yang 
diketahuinya. 
3. Negara kepulauan tidak diperkenankan untuk melakukan 
penangguhan atas pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. 
4. Negara kepulauan dapat menetapkan peraturan perundang-
undangannya untuk mengatur pelaksanaan hak lintas alur-alur laut 
kepulauan oleh kapal-kapal dan pesawat udara. Namun terbatas 
hanya pada 4 masalah utama, yaitu: pelayaran, pencegahan 
                                                          
94Eka Sasana Jaya, 2004, Markas Besar TNI Angkatan Laut, hlm. 18. Dikutip dari Buku Kresno 
Buntoro, Ibid. 
95Anonim, 2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan RI, hlm. 80. Dikutip 
dari Buku Kresno Buntoro, Ibid. 
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pengendalian pencemaran, pencegahan penangkapan ikan, serta 
bea cukai, imigrasi dan saniter. 
5. Negara kepulauan tidak diperkenankan untuk bersikap diskriminatif 
dengan membeda-bedakan pengaturan jenis kapal-kapal dan 
pesawat udara asing antara satu dengan yang lainnya. 
6. Negara kepulauan berhak menetapkan alur-alur laut dan rute 
penerbangan pada perairan kepulauan serta ruang udara diatasnya 
dengan beberapa syarat, yaitu: Alur laut dan rute udara demikian 
harus melintasi perairan kepulauan dan laut teritorial yang 
berdampingan dan mencakup semua rute lintas normal yang 
digunakan sebagai rute atau alur untuk pelayaran internasional 
atau penerbangan melalui atau melintasi perairan kepulauan dan 
didalam rute demikian, sepanjang mengenai kapal, semua alur 
navigasi normal dengan ketentuan bahwa duplikasi rute yang sama 
kemudahannya melalui tempat masuk dan keluar yang sama tidak 
perlu. Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan 
dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai 
dari tempat masuk rute lintas hingga tempat ke luar. 
7. Negara kepulauan berhak menetapkan skema pemisah lalu lintas 
bagi keselamatan lintasan oleh kapal-kapal asing pada bagian-
bagian sempit dari alur-alur tersebut. Apabila diperlukan, negara 
kepulauan dapat mengubah atau mengganti alur-alur laut maupun 
skema pemisah lalu lintas yang telah ditetapkannya. 
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Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai hak lintas alur laut 
kepulauan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia dan PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan 
Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak 
Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Rute yang telah Ditetapkan. Walaupun 
telah mempunyai peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, 
akan tetapi tidak banyak aturan teknis yang dapat dijadikan panduan 
dalam pelaksanaan lintas alur laut kepulauan. Peraturan yang ada 
sebagian besar mengatur tentang hal-hal yang sebenarnya juga telah 
diatur dalam UNCLOS 1982. Oleh karena itu penting dilihat bagaimana 
Indonesia menerjemahkan peraturan yang ada dalam UNCLOS 1982 
kedalam peraturan perundang-undangan nasional dalam hal hak lintas 
alur laut kepulauan khususnya mengenai hak dan kewajiban kapal asing 
yang melakukan lintas di ALKI. 
Hak dan kewajiban Indonesia tentang alur laut kepulauan diatur dalam 
peraturan perundang-undangan nasional yaitu PP No. 37 Tahun 2002 
tentang Hak dan Kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam 
melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui rute yang telah 
ditetapkan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban 
kapal asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia, perlu 
kita lihat beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam PP No. 37 Tahun 
2002 yang harus dipenuhi oleh kapal asing pada waktu melakukan 
lintasan, yaitu: 
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1. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintasan tidak boleh 
menyimpang lebih dari 25 mil laut ke kanan ataupun ke kiri dari garis 
sumbu alur laut, selanjutnya kapal dan pesawat udara tidak boleh 
berlayar atau terbang mendekat pantai atau wilayah darat sebesar 
10% dari jarak antara titik terdekat pulau yang berbatasan dengan alur 
laut kepulauan,96 dan pesawat udara tidak boleh mendarat di wilayah 
daratan Indonesia, kecuali dalam keadaan force majeur atau 
kecelakaan;97 
2. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintasan tidak boleh 
mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, 
keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara Indonesia, atau 
dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum 
internasional yang terdapat dalam Piagam PBB;98 
3. Kapal perang dan pesawat udara militer asing yang melakukan 
lintasan tidak boleh melaksanakan kegiatan militer, latihan peperangan 
dan latihan menggunakan senjata macam apapun dengan 
menggunakan amunisi;99 
4. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintasan tidak boleh 
terlibat dalam penyiaran gelap atau menyebabkan gangguan pada 
sistem telekomunikasi dan tidak melaksanakan komunikasi langsung 
                                                          
96Lihat Pasal 4 Ayat (2) PP No. 37 Tahun 2002. 
97Lihat Pasal 4 Ayat (5) PP No. 37 Tahun 2002. 
98Lihat Pasal 4 Ayat (3) PP No. 37 Tahun 2002. 
99Lihat Pasal 4 Ayat (4) PP No. 37 Tahun 2002. 
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dengan orang-orang atau kelompok orang yang tidak sah di wilayah 
Indonesia;100 
5. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintasan tidak boleh 
melaksanakan riset ilmiah kelautan atau survei hidrografi dengan 
menggunakan alat deteksi atau alat-alat lainnya, kecuali atas izin 
negara;101 
6. Kapal asing yang melakukan lintasan tidak boleh berhenti, berlabuh 
jangkar atau bergerak mondar-mandir ketika sedang melaksanakan 
hak lintas alur laut kepulauan, kecuali dalam keadaan force majeur 
atau sedang memberikan bantuan kepada orang atau kapal yang 
sedang dalam keadaan bahaya;102 
7. Kapal asing, termasuk kapal ikan asing yang melakukan lintasan tidak 
boleh melaksanakan kegiatan perikanan dan harus menyimpan semua 
peralatan perikanannya di dalam palka;103 
8. Kapal dan pesawat udara asing yang melakukan lintasan tidak boleh 
menaikkan atau menurunkan orang, barang dan mata uang yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pajak, imigrasi, 
bea cukai, kecuali dalam keadaan force majeur;104 
                                                          
100Lihat Pasal 4 Ayat (7) PP No. 37 Tahun 2002. 
101Lihat Pasal 5 PP No. 37 Tahun 2002. 
102Lihat Pasal 4 Ayat (6) PP No. 37 Tahun 2002. 
103Lihat Pasal 6 PP No. 37 Tahun 2002. 
104Lihat Pasal 6 Ayat (3) PP No. 37 Tahun 2002. 
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9. Kapal asing yang melakukan lintasan harus mengikuti peraturan 
internasional, prosedur dan praktik-praktik kebiasaan terkait dengan 
keselamatan pelayaran yang telah diatur dan diterima oleh masyarakat 
internasional termasuk aturan pencegahan tubrukan kapal di laut105 
dan harus mengikuti traffic separation scheme untuk keselamatan 
pelayaran;106 
10. Kapal asing yang melakukan lintasan tidak boleh menyebabkan 
kerusakan dan penghancuran pada sarana bantu navigasi, fasilitas 
dan kabel pipa bawah laut di perairan Indonesia;107 
11. Kapal asing yang melakukan lintasan dalam suatu alur laut kepulauan 
dimana terdapat instalasi-instalasi untuk eksplorasi atau eksploitasi 
sumber daya alam hayati atau non hayati, tidak boleh berlayar terlalu 
dekat dengan zona terlarang yang lebarnya 500 meter yang ditetapkan 
di sekeliling instalasi tersebut;108 
12. Pesawat udara asing yang melakukan lintasan harus mengikuti aturan 
ICAO dan selalu memonitor frekuensi yang telah ditetapkan oleh 
otoritas yang berkompeten atau frekuensi radio emergensi 
internasional, serta harus menghormati peraturan mengenai 
keselamatan penerbangan dari ICAO;109 
                                                          
105Lihat Pasal 7 Ayat (1) PP No. 37 Tahun 2002. 
106Lihat Pasal 7 Ayat (2) PP No. 37 Tahun 2002. 
107Lihat Pasal 7 Ayat (3) PP No. 37 Tahun 2002. 
108Lihat Pasal 7 Ayat (4) PP No. 37 Tahun 2002. 
109Lihat Pasal 8 PP No. 37 Tahun 2002. 
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13. Kapal asing yang melakukan lintasan tidak boleh melakukan kegiatan 
pembuangan oli, oli bekas dan kotoran lainnya di lingkungan laut atau 
melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan 
internasional dan standar untuk mencegah, mengurangi dan 
mengontrol polusi di laut oleh kapal dan dilarang juga untuk melakukan 
dumping di wilayah perairan Indonesia;110 
14. Persyaratan khusus bagi kapal bertenaga nuklir, kapal yang 
mengangkut bahan nuklir dan kapal yang membawa bahan-bahan 
berbahaya dan beracun yang akan melaksanakan lintas alur laut 
kepulauan adalah harus membawa dokumen-dokumen tertentu dan 
mematuhi prosedur pencegahan tertentu yang telah diatur dalam 
perjanjian internasional untuk kapal-kapal tersebut.111 
Contoh kasus pelanggaran di alur laut kepulauan Indonesia 
Pada tanggal 3 Juli 2003, media massa Indonesia memberitakan 
bahwa sebanyak lima pesawat tempur F-18 Hornet milik Amerika Serikat 
melintas di Laut Jawa di atas Pulau Bawean (utara Pulau Jawa). Pesawat 
udara milik AS ini pertama kali dilaporkan oleh Pilot Bouraq kepada Air 
Traffic Control (ATC) di Surabaya dan Jakarta. Pilot Bouraq meloporkan 
bahwa kelima pesawat asing ini berada pada jalur penerbangan sipil yang 
ada di daerah itu. Pihak ATC/APP Soekarno-Hatta, Juanda dan Ngurah 
Rai tidak bisa berkomunikasi dengan kelima pesawat udara militer 
                                                          
110Lihat Pasal 9 Ayat (1) dan (2) PP No. 37 Tahun 2002. 
111Lihat Pasal 9 Ayat (3) PP No. 37 Tahun 2002. 
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tersebut. Oleh karena itu, mereka beranggapan, telah ada penerbangan 
gelap sedang melintas di ruang udara Indonesia. Pesawat tempur F-18 
Hornet juga terlihat di radar Komando Pertahanan Udara Nasional 
(KOHANUDNAS). Mereka melakukan manuver di atas Pulau Bawean dan 
manuvernya sangat aneh dan membahayakan serta berlangsung selama 
lebih dari dua jam. TNI AU mengirimkan F-16 dari Skadron 3 untuk 
melakukan intersepsi terhadap pesawat tempur AS tersebut. Pilot F-16 
melaporkan bahwa pesawat tempur F-18 dalam posisi menyerang dan 
rudalnya telah mengunci (locked missile) pesawatnya sebelum komunikasi 
diantara mereka terjadi. Akhirnya terjadi komunikasi antara F-16 dengan 
F-18. Pilot F-16 memperkenalkan diri dengan menginformasikan bahwa 
mereka sedang melakukan patroli dan identifikasi. Dari rekaman video, 
penerbang Hornet menyatakan bahwa mereka berada di perairan 
Internasional dan memerintahkan kepada F-16 untuk menjauhi mereka 
dan kapal perangnya (“we are on international waters, stay away from our 
warships”), dan menyebutkan squawk number, penerbangan ini jelas tidak 
mempunyai izin melintas di wilayah udara nasional Indonesia. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pengintai udara maritim 
(Pesawat B-737) dan diidentifikasikan secara visual, pesawat udara militer 
tersebut merupakan rombongan besar (gugus tugas) militer AS. Hasil 
identifikasi membuktikan bahwa pesawat tempur AS itu merupakan bagian 
dari gugus tugas yang berangkat dari Singapura menuju Australia 
(Headding 150 derajat ke selat Lombok). Gugus tugas itu terdiri dari USS 
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Carl Vincent, 2 frigates dan 1 destroyer yang pada saat pengamatan 
berada diantara Pulau Madura dan Pulau Kangean (80 mil laut dari ALKI 
II). Pada saat pengamatan oleh pesawat B-737, terlihat banyak aktivitas 
udara yang dilakukan di kapal induk USS Carl Vinson seperti adanya 
lepas landas helikopter dan pesawat udara lainnya, termasuk pesawat 
patroli maritim Indonesia Boeing 737 selalu dibayang-bayangi oleh dua 
pesawat Hornet ketika melakukan pengamatan pada gugus tugas 
dimaksud.  
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa AS tidak meratifikasi 
UNCLOS sehingga dengan berdasarkan bahwa Laut Jawa tersebut 
merupakan perairan internasional dan udara diatasnya adalah ruang 
udara internasional dimana berlaku kebebasan pelayaran dan 
penerbangan sehingga mereka melakukan pelayaran dan penerbangan di 
utara pulau jawa. Ini mungkin akan tetap berlaku jika UNCLOS belum 
berlaku secara internasional, namun sejak 18 November 1994, UNCLOS 
telah berlaku secara internasional, dan negara-negara yang tidak 
meratifikasi harus tetap menghormati aturan yang ada di UNCLOS. Selain 
itu karena peserta UNCLOS hampir seluruh negara didunia dan telah 
diimplementasikan oleh semua negara peserta, maka ketentuan dalam 
UNCLOS tersebut dapat menjadi hukum kebiasaan internasional 
(International Customary Law). Ini berarti bahwa negara yang tidak 
meratifikasi UNCLOS termasuk AS jika akan memasuki wilayah negara 
yang sudah meratifikasi harus tetap tunduk dan patuh terhadap ketentuan 
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yang ada dalam UNCLOS. PP No. 37 Tahun 2002 menyatakan bahwa 
hak lintas alur laut kepulauan hanya dapat dilaksanakan di alur laut 
kepulauan yang telah ditetapkan. Indonesia berpendapat bahwa di laut 
Jawa belum/tidak ditetapkan sebagai alur laut kepulauan, karena rute 
yang biasa untuk pelayaran (routes normally used for international 
navigation) yang ada disana belum ditetapkan sebagai alur laut 
kepulauan. Walaupun Indonesia mengakui bahwa di Laut Jawa terdapat 
rute yang biasa digunakan untuk pelayaran. Indonesia berpendapat 
bahwa rute yang biasa untuk pelayaran tidak secara otomatis dapat 
diberlakukan sebagai alur laut kepulauan. Oleh karena itu, hak alur laut 
kepulauan tidak ada di rute yang belum ditetapkan sebagai alur laut 
kepulauan. AKBP. Aidin Makadomo. S.H., M.H., mengatakan bahwa untuk 
mengamankan perairan Indonesia khususnya di ALKI, aturan yang ada 
harus jelas, khususnya pengaturan mengenai kapal perang mengingat 
besarnya resiko yang ditimbulkan oleh lintas kapal perang dan dengan 
wilayah perairan Indonesia yang begitu luas, diperlukan sarana dan 
prasarana yang memadai. Sementara dalam menjaga kedaulatan wilayah 
perairan Indonesia, termasuk ALKI, TNI AL memiliki peranan penting 
dalam hal ini.112 
 Mengenai besarnya resiko yang ditimbulkan oleh lintas kapal 
perang, diharapkan adanya aturan yang lebih terinci mengenai 
pertanggungjawaban negara terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan 
                                                          
112Kresno Buntoro, Op.cit., hlm. 215. 
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oleh kapal yang menggunakan hak lintas alur laut kepulauan, pada Pasal 
42 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa negara bendera kapal atau 
negara dimana pesawat udara terdaftar harus memikul tanggung jawab 
internasional terhadap semua kerugian atau kerusakan yang menimpa 
negara kepulauan, hal ini perlu diperhatikan mengingat banyaknya 
kerugian dan kerusakan yang terjadi di Indonesia akibat lalu lintas kapal. 
 Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) PP No. 37 Tahun 2002 
menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab pada operasional 
kapal dan pesawat udara komersial yang kemungkinan akan 
mengakibatkan kerugian dan kerusakan yang diderita oleh Indonesia 
sebagai akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan ALKI. Selanjutnya, negara 
bendera dari kapal dan negara pendaftar pesawat udara harus 
bertanggung jawab dan menanggung kerugian yang diderita Indonesia 
akibat dari tidak ditaatinya peraturan oleh kapal dan pesawat udara dalam 
melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. Selain peraturan ini, tidak 
ada peraturan perundang-undangan nasional lain yang mengatur tentang 
seperti apa sanksi hukum yang diberikan Indonesia terhadap kapal dan 
pesawat udara asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-
undangan terkait masalah ini. Tidak jelasnya peraturan ini mengakibatkan 
munculnya masalah hukum, penegakan hukum dan masalah lainnya. 
Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur masalah ini melalui 
pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang dengan jelas 
mengatur masalah delik pelanggaran yang mungkin terjadi, penegakan 
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hukum, termasuk otoritas yang memiliki wewenang tersebut. 
Kemungkinan adanya pelanggaran hak lintas alur laut kepulauan dapat 
terjadi pada macam-macam kondisi. Selain pelanggaran yang terkait 
langsung dengan pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan, pelanggaran 
juga dapat terjadi dalam kondisi seperti misalnya kapal asing yang 
melakukan kegiatan ilegal diluar laut teritorial atau ZEE dengan 
menggunakan hak lintas alur laut kepulauan sebagai tempat untuk 
menghindar atau melarikan diri. Namun kembali lagi, tidak ada ketentuan 
atau aturan yang dapat dijadikan pedoman oleh Indonesia untuk 
menangani kondisi tersebut, apakah Indonesia memiliki hak untuk 
menghentikan dan memeriksa serta memberi sanksi kepada kapal dan 
pesawat udara tersebut, nyatanya belum ada aturan atau pedoman yang 
jelas untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. 
 Indonesia sendiri telah menjabarkan mengenai apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan oleh kapal asing dalam melaksanakan hak lintas alur 
laut kepulauan kedalam bentuk PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan 
Kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas 
alur laut kepulauan melalui rute yang telah ditetapkan. Akan tetapi apabila 
ada kapal ataupun pesawat udara yang tidak mematuhi ketentuan 
tersebut, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada 
yang mengatur tentang delik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk 
sanksi yang dapat disangkakan serta siapa yang mempunyai kewenangan 
untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut. 
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B. UPAYA PENGAMANAN TERHADAP KAPAL ASING YANG 
MELAKUKAN LINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA 
Sebelum membahas mengenai upaya pengamanan terhadap kapal 
asing di ALKI, terlebih dahulu dijabarkan mengenai kondisi geografis alur 
laut kepulauan Indonesia, dalam menentukan alur-alur laut kepulauannya 
Indonesia mempertimbangkan beberapa hal yaitu, kondisi hidrografi, 
perlindungan lingkungan laut, wilayah pertambangan, kabel dan pipa 
bawah laut, wilayah dumping dan pembuangan ranjau, wilayah perikanan 
dan keamanan. Untuk menetapkan alur-alur laut tersebut, Indonesia telah 
melakukan survei dan riset terkait kondisi geografis yang ada di wilayah 
alur laut kepulauannya. Adapun kondisi geografis alur laut kepulauan 
Indonesia, antara lain: 
1. ALKI I merupakan alur laut kepulauan yang menghubungkan Laut 
Cina Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda. 
ALKI ini menghubungkan lalu lintas maritim dari Afrika, Australia Barat ke 
Laut Cina Selatan, Jepang dan sebaliknya. Adapun kondisi hidro-
oseanografi sepanjang alur laut kepulauan ini, antara lain: 
- Panjang alur laut kepulauan: sekitar 615 mil laut. 
- Kedalaman: 50-1400 meter. 
- Arus laut: 1-3 knots. 
- Kecepatan angin: 15-18 knots. 
- Tinggi gelombang: 0,5-2 meter. 
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- Indikasi bahaya pelayaran: Adanya kedangkalan di sekitar Pulau Jaga 
Utara dengan kedalaman 20 meter dan sekitar selatan Selat Karimata; 
dan keberadaan platform industri minyak di sekitar Kepulauan Seribu 
dan Pulau Sumatera. ALKI ini melewati wilayah pertambangan lepas 
pantai, setidaknya terdapat 16 platforms minyak lepas pantai yang 
berada di Kepulauan Seribu dan Pulau Sumatera, antara lain konsepsi 
minyak MAXIUS dan ARII. Keberadaan platform ini dapat 
membahayakan pelayaran, karena ada beberapa platform yang berada 
sekitar 4-10 mil laut dari garis sumbu ALKI I. Untuk itu diperlukan sarana 
bantu navigasi yang memadai di wilayah pertambangan ini. Selain itu 
juga di area ini terdapat tempat pembuangan ranjau/amunisi lama, 
sebagian ranjau ini sudah lama dibersihkan akan tetapi masih ada 
beberapa area yang perlu untuk diperiksa lebih lanjut. ALKI I  setidaknya 
melewati delapan daerah konservasi, empat sudah ditetapkan sebagai 
daerah konservasi dan empat daerah masih dalam tahap pengusulan. 
Salah satu taman laut yang sudah ditetapkan terletak di wilayah 
Kepulauan Seribu yang berjarak 7 mil laut dari garis sumbu alur laut 
kepulauan. ALKI I ini juga menjadi tempat penangkapan ikan oleh para 
nelayan dari Provinsi Riau dan Jawa. Untuk itu diperlukan 
penggambaran dan pemetaan daerah perlindungan lingkungan maritim. 
Sebagai tambahan juga perlu diatur langkah-langkah untuk menjaga, 
mengurangi dan mengontrol pencemaran laut di ALKI I, sebab ALKI I ini 
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merupakan wilayah padat pelayaran baik kapal-kapal asing maupun 
kapal-kapal lokal.113 
2. ALKI II merupakan alur laut kepulauan yang berada di Laut 
Sulawesi, Selat Makassar dan Selat Lombok. ALKI ini merupakan lalu 
lintas perdagangan dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang, dari 
Australia ke Singapura, Cina, Jepang dan sebaliknya. Juga merupakan 
jalur khusus untuk kapal-kapal ikan dari Samudera Pasifik ke Samudera 
Hindia atau sebaliknya. Kondisi hidrografis sepanjang alur laut kepulauan 
ini, antara lain: 
- Panjang alur laut kepulauan: sekitar 660 mil laut. 
- Kedalaman: 500-700 meter. 
- Arus laut: 0,5-6 knots. 
- Kecepatan angin: 1,5-16 knots. 
- Tinggi gelombang: 1,5-2,0 meter. 
- Indikasi bahaya pelayaran: Khusus dibagian selatan dari Selat Makassar 
ada kedangkalan yang disebabkan oleh karang dan pulau-pulau kecil. 
ALKI II ini melewati wilayah pertambangan disekitar Pulau Kangean dan 
Pulau Tengah (sebelah Utara Selat Lombok), konsesi diwilayah ini 
sebagian milik British Petroleum. Keberadaan platform ini dapat 
membahayakan pelayaran, sehingga diperlukan sarana yang memadai 
                                                          
113Kresno Buntoro, Op.cit., hlm. 38. 
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untuk membantu navigasi kapal. Keberadaan kabel laut di daerah ALKI II 
terletak sejajar dengan alur laut kepulauan dan berada di kedalaman 
yang aman. Di ALKI II ini juga terdapat daerah pembuangan amunisi 
yang berjarak sekitar 11 mil laut di utara Selat Lombok, sehingga perlu 
diwaspadai terutama saat lego jangkar di daerah ini. ALKI II ini melewati 
enam daerah konservasi lingkungan maritim yang tersebar dari Laut 
Lombok sampai ke Laut Makassar. Keberadaan daerah konservasi laut 
ini cukup aman, kecuali taman laut dan cagar alam yang berada di Pulau 
Kalukuang yang berjarak sekitar 13 mil laut. ALKI II ini juga melalui 
daerah penangkapan ikan nelayan yang berasal dari Bali, Lombok, 
Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Sama seperti ALKI I, pada ALKI 
II ini juga diperlukan penggambaran dan pemetaan daerah perlindungan 
lingkungan maritim untuk keperluan navigasi agar tidak mengganggu 
daerah konservasi. Selain itu perlu diatur langkah-langkah untuk 
menjaga, mengurangi dan mengontrol pencemaran laut.114 
3. ALKI III A merupakan alur laut kepulauan yang berada di Laut 
Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu. ALKI III A 
mengakomodasi jalur perdagangan internasional dari Australia bagian 
Barat ke Filiphina, Jepang dan sebaliknya melewati Laut Sawu, Selat 
Ombai, Laut Banda, Laut Seram dan Laut Maluku. Kondisi hidrografis 
sepanjang alur laut kepulauan ini, antara lain: 
- Panjang alur laut kepulauan: sekitar 1080 mil laut. 
                                                          
114Ibid., hlm. 41. 
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- Kedalaman: lebih dari 1000 meter. 
- Arus laut: 0,5-1,0 knots. 
- Kecepatan angin: 15 knots. 
- Tinggi gelombang: 1,5-2,0 meter. 
- Indikasi bahaya pelayaran: Kurangnya sarana bantuan navigasi di 
wilayah ALKI III A ini, terutama di Kepulauan Tanimbar dan Kai. Selat 
Ombai merupakan selat yang biasa digunakan untuk migrasi ikan paus 
dan mamalia lainnya.115 
4. ALKI III B merupakan alur laut kepulauan yang berada di Laut 
Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti dan Laut Timor. ALKI III B 
juga mengakomodasi jalur perdagangan internasional, khususnya tanker 
yang akan melintas dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau 
sebaliknya melalui Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda (Barat Laut Buru), 
Laut Seram, Laut Maluku dan Kepulauan Talaud. Kondisi hidrografis 
sepanjang alur laut kepulauan ini, antara lain: 
- Panjang alur laut kepulauan: 840 mil laut. 
- Kedalaman: lebih dari 1000 meter. 
- Arus laut: 0,5-1,0 knots. 
- Kecepatan angin: 15 knots. 
                                                          
115Ibid., hlm. 43. 
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- Tinggi gelombang: 1,5-2,0 meter. 
- Indikasi bahaya pelayaran: Seperti ALKI III A, pada ALKI III B ini juga 
diperlukan sarana bantuan navigasi untuk pelayaran kapal.116 
5. ALKI III C merupakan alur laut kepulauan yang melewati Laut 
Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Arafuru. ALKI III C ini untuk 
mengakomodasikan pelayaran internasional dari Australia bagian Timur, 
Selandia Baru, ke Samudera Pasifik melalui Selat Torres, atau sebaliknya 
melalui Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Maluku. Kondisi 
hidrografis sepanjang alur laut kepulauan ini, antara lain: 
- Panjang alur laut kepulauan: sekitar 980 mil laut. 
- Kedalaman: lebih dari 1000 meter. 
- Arus laut: 0,5-1,0 knots. 
- Kecepatan angin: 15 knots. 
- Tinggi gelombang: 1,5-2,0 meter. 
- Indikasi bahaya pelayaran: Pada ALKI III C ini terdapat pengeboran 
lepas pantai disekitar Pulau Tanimbar yang berjarak sekitar 2 mil laut milik 
Union Texas. Sepanjang alur laut kepulauan ini terdapat sekitar enam 
area konservasi lingkungan laut dalam bentuk taman laut terutama di 
sekitar Pulau Banda dan Kepulauan Kai.117 Sepanjang alur laut kepulauan 
                                                          
116Ibid., hlm. 45. 
117Ibid. 
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ini juga masih memerlukan tambahan sarana bantuan navigasi untuk 
keselamatan pelayaran. 
 
.Sumber: Power Point Lantamal VI Makassar tentang Perairan Indonesia 
 Penetapan tiga jalur ALKI ini dilakukan Indonesia dengan 
memperhatikan beberapa aspek, yaitu: hidrografis, pertambangan dan 
energi, taman laut dan cagar alam, perikanan, lingkungan hidup dan 
keselamatan pelayaran menjadi perhatian yang serius dalam penentuan 
alur laut kepulauan Indonesia.118 
 Penambahan sarana bantuan untuk navigasi kapal terutama di 
daerah yang berbahaya (wilayah sempit dan padat lalu lintas pelayaran) 
dan rawan kecelakaan perlu ditingkatkan agar dapat meminimalisir 
adanya kecelakaan kapal. Disamping itu, ancaman keselamatan 
pelayaran juga dapat disebabkan karena semakin tingginya frekuensi lalu 
lintas kapal yang belayar, termasuk semakin besar dan panjangnya 
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konstruksi kapal yang melintas. Keselamatan kapal pada saat pelayaran 
akan berdampak pula pada wilayah yang dilewati, jika terjadi kecelakaan 
jelaslah bahwa wilayah yang dirugikan adalah wilayah sekitar. Maka dari 
itu, daya dukung lingkungan dan aspek geografi tersebut menjadi salah 
satu faktor utama pada saat pelayaran. 
 Dalam hal pengendalian lingkungan laut perlu diantisipasi 
mengingat semakin tingginya frekuensi lalu lintas kapal yang melewati alur 
laut kepulauan. Indonesia sendiri perlu memberi perhatian lebih terhadap 
lingkungan laut tersebut khususnya di wilayah yang padat lalu lintas kapal, 
sebab lingkungan laut adalah salah satu faktor penting dalam pelayaran. 
Upaya Pegamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia meliputi: Upaya 
pengendalian, Upaya pengawasan, dan Sistem penegakan hukum di 
Alur Laut Kepulauan Indonesia 
 Lintas pada alur laut kepulauan merupakan lintas yang terbuka bagi 
semua kapal ataupun pesawat udara asing dengan tujuan untuk melintasi 
perairan kepulauan secara langsung dan terus menerus berdasarkan 
ketentuan pada UNCLOS dari suatu bagian ZEE atau laut bebas ke 
bagian ZEE atau laut bebas lainnya.119 Pelaksanaan lintas alur laut 
kepulauan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dari negara 
kepulauan itu. Khusus di Indonesia, lintas alur laut kepulauan Indonesia 
dapat dilaksanakan di alur laut yang telah ditetapkan.120 
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Bagi Indonesia penentuan alur laut kepulauan ini dapat 
memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif, antara lain:  
1. Penentuan ALKI ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia 
merupakan negara yang taat dalam pelaksanaan suatu ketentuan 
hukum internasional termasuk pembentukan hukum dengan state 
practicenya; 
2. Mengakomodasi kepentingan masyarakat internasional dan 
penentuan alur laut kepulauan itu sendiri dapat memudahkan 
Indonesia dalam mengontrol lalu lintas kapal dan pesawat udara 
asing yang melintas di perairan Indonesia; 
3. Membuka terciptanya peluang untuk pembangunan dan 
pengembangan industri jasa maritim dan fasilitas lainnya di 
sepanjang alur laut kepulauan.  
Dampak negatif yang mungkin timbul dengan adanya penetapan 
ALKI ini, antara lain:  
1. Bagi kalangan tertentu penetapan ini disikapi sebagai pengurangan 
kedaulatan Indonesia; 
2. Menimbulkan beban bagi Indonesia dalam menjamin keamanan 
dan keselamatan di alur laut kepulauan; 
3. Indonesia kemungkinan tidak dapat memanfaatkan sumber daya 
alam yang ada di sepanjang alur laut kepulauan; 
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4. Kemungkinannya terjadi pelibatan (engagement) dengan militer 
asing di alur laut kepulauan; 
5. Kemungkinan ancaman terhadap lingkungan laut sepanjang alur 
laut kepulauan.121 
Dampak dari penetapan alur laut kepulauan ini akan 
mengakibatkan terjadinya peningkatan kepadatan lalu lintas pelayaran 
disuatu kawasan tertentu dimana alur laut kepulauan berada. Kepadatan 
lalu lintas pelayaran dalam suatu kondisi tertentu akan meningkatkan pula 
kemungkinan terjadinya tubrukan di laut disamping kecelakaan laut 
lainnya dan pelanggaran hukum. Hal ini akan mengakibatkan pencemaran 
lingkungan di wilayah laut. Kerawanan di alur laut kepulauan yang dapat 
menyebabkan terjadinya kecelakaan laut disebabkan karena tidak 
patuhnya kapal pada informasi kenavigasian yang diterbitkan oleh instansi 
resmi Indonesia, termasuk tidak patuhnya terhadap alur yang telah 
direkomendasikan oleh instansi resmi Indonesia. Kecelakaan laut ini dapat 
disebabkan adanya tubrukan kapal di laut maupun kapal yang kandas. 
Lebih lanjut, kecelakaan laut ini akan menimbulkan bahaya yang lebih 
besar dengan kemungkinannya terjadi pencemaran di laut. 
Khusus di ALKI II situasi lalu lintas pelayaran akhir-akhir ini menjadi 
padat, penyebabnya adalah kapal asing lebih memilih jalur aman dan 
menghindari kepadatan navigasi seperti yang terjadi di Selat Malaka. 
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Dengan demikian mereka beralih menggunakan ALKI II sebagai alternatif 
pelayaran. Hal ini dapat diantisipasi oleh pelabuhan-pelabuhan 
disepanjang ALKI II untuk meningkatkan sarana dan prasarana sebagai 
daya tarik apabila disinggahi kapal-kapal internasional yang memerlukan 
persinggahan dan dengan sendirinya akan dapat mendatangkan devisa 
dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.122 
Semua negara yaitu negara pengguna, negara maritim besar dan 
Indonesia memiliki kepentingan yang sama atau identik terhadap laut, 
yaitu terwujudnya kondisi laut yang aman.123 Indonesia berkepentingan 
bahwa laut dapat aman dan terkendali dalam menjamin integritas wilayah 
guna menjamin kepentingan nasional. Masyarakat internasional 
mempunyai kepentingan agar laut aman untuk dapat berlayar dengan 
aman dan bebas di perairan Indonesia. Oleh sebab itu adanya 
kepentingan bersama yaitu laut yang aman, Indonesia dapat menjalin 
kerjasama dengan negara pengguna atau masyarakat internasional dalam 
meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran di sepanjang alur 
laut kepulauan Indonesia. Kerjasama yang dapat dilakukan antara lain: 
peningkatan pengamatan laut (sea surveillance), peningkatan sarana dan 
prasarana alat bantu navigasi termasuk alat komunikasinya, sistem 
peringatan bahaya dini dan respon terhadap semua kejadian yang ada di 
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within Indonesia waters, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs, Page 13. Dikutip dari 
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laut termasuk search and rescue (SAR).124 Guna mewujudkan kondisi 
keamanan di laut diperlukan adanya upaya pengendalian dan 
pengawasan alur laut kepulauan termasuk didalamnya penegakan 
kedaulatan dan hukum di laut. 
Upaya pengendalian ALKI merupakan bagian dari pengendalian 
laut (sea control) pada umumnya. Oleh karena itu, maka hakikat 
pengendalian alur laut pada dasarnya sama dengan hakikat pengendalian 
laut itu sendiri yaitu untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia di 
wilayah perairan nasional, yang digunakan untuk lintas internasional. 
Secara garis besar yang harus dijaga adalah keamanan negara, 
keselamatan navigasi dan keamanan dari bahaya polusi yang timbul serta 
tidak adanya pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Pengendalian laut 
itu sendiri mengandung dua hal pokok, yaitu: 
a. Menjamin kelancaran dan keamanan terselenggaranya 
penggunaan dan pemanfaatan laut bagi kepentingan sendiri dan 
negara lain. 
b. Mencegah penggunaan laut oleh pihak lain yang merugikan 
kepentingan sendiri. 
 Bentuk pengendalian laut sangat bergantung pada beberapa 
parameter, yaitu: tujuan pengendalian, situasi, daerah laut yang ingin 
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dikendalikan, instansi yang berkepentingan di daerah tersebut, sarana 
yang dimiliki, serta waktu yang tersedia.125 
Berdasarkan parameter diatas akan dapat dipilih model 
pengendalian apa yang cocok diterapkan di alur laut kepulauan dengan 
mendasarkan pada kemungkinan-kemungkinan pada parameter ini. Selain 
itu dapat pula ditentukan kombinasi pengendalian dengan berbagai model, 
akan tetapi model yang dipilihpun akan sangat bergantung pada “tujuan 
pengendalian” laut apa yang akan ditetapkan. Penentuan tujuan 
pengendalian laut harus sesuai dengan derajat yang diinginkan dimana 
kondisi ini erat hubungannya dengan derajat kepentingan Indonesia di alur 
laut kepulauan. 
Penentuan model pengendalian juga akan bergantung pada 
“situasi” dimana pengendalian akan dilaksanakan. Kondisi atau situasi ini 
ada dua pilihan yaitu masa damai dan masa kritis/perang. Kedua situasi 
akan sangat menentukan model pengendalian, dimana tindakan yang 
akan diambil sangat berbeda. Pada masa damai maupun masa kritis, 
pengendalian di alur laut kepulauan dilakukan secara lokal (hanya di 
sepanjang jalur) dengan titik konsentrasi pada titik-titik masuk/keluar 
(entry/exit points), titik belok dan di choke points. Situasi masa perang 
tentu saja sangat berbeda dalam penentuan pengendalian di alur laut 
kepulauan karena dalam kondisi ini akan sangat bergantung dengan 
hukum internasional lainnya dan terkadang norma biasa justru diabaikan, 
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seperti keberadaan alur laut kepulauan itu sendiri justru kemungkinan 
tidak ada lagi.126 
Faktor lain yang sangat dominan dalam penentuan model 
pengendalian adalah “waktu pengendalian akan dilaksanakan”. Dalam 
faktor ini akan dibatasi dengan sifat pengendalian itu yaitu temporer dan 
permanen. Faktor waktu ini sangat bergantung pada “sarana yang 
tersedia” dan “daerah yang ingin dikendalikan”. Selain itu pengendalian di 
alur laut kepulauan dilaksanakan secara permanen dan terus menerus 
sepanjang tahun.127 
Faktor selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah mengapa 
alur laut kepulauan ini perlu dikendalikan. Sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya, pengendalian alur laut kepulauan dilaksanakan dalam 
rangka menjamin kepentingan nasional dan internasional secara 
seimbang dan sesuai dengan ketentuan yang ada di UNCLOS, hukum 
internasional dan peraturan perundang-undangan negara kepulauan. 
Faktor terakhir adalah “susunan kekuatan” yang dikehendaki dalam 
pengendalian alur laut kepulauan, susunan kekuatan sangat bergantung 
pada kemampuan negara dalam menyediakan sarana dan prasarana 
untuk mengendalikan alur laut kepulauan. Selain itu, penggunaan 
teknologi radar maupun penginderaan melalui satelit tentu akan sangat 
berguna dalam rangka pengendalian di alur laut kepulauan. Pemilihan 
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teknologi tentu saja akan sangat menentukan karena akan sangat terkait 
dengan masalah anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang akan 
mengawakinya. Integrasi sistem monitoring di wilayah perairan Indonesia 
akan sangat bermanfaat mengingat saat ini banyak institusi yang bergerak 
di laut mempunyai sistem monitoring, surveillance masing-masing.128 
Penyelenggaraan pengendalian alur laut kepulauan dengan 
berbagai metode diatas dilakukan dengan menghadirkan “kekuatan” di 
sepanjang alur laut kepulauan, terutama di titik-titik masuk/keluar, titik-titik 
belok dan choke points. Operasi kehadiran di laut sebagaimana halnya 
operasi laut pada umumnya, meliputi dua kegiatan pokok, yaitu: 
pengamatan (surveillance) dan penindakan (action). Karakter, bobot, serta 
bentuk kegiatan pengamatan dan penindakan ini dapat berbeda-beda, 
tergantung pada tujuan yang ingin dicapai serta tersedianya sarana untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
Kegiatan surveillance yang dilakukan antara lain dengan 
melibatkan unsur-unsur TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan 
unsur-unsur non kombatan lainnya. Cara mendeteksi yang dilakukan 
antara lain dengan menggunakan alat visual, akustik, elektronik dan 
gabungan dari alat yang dimaksud. Platform yang digunakan sebagai 
sarana surveillance yaitu sarana yang bersifat mobile dapat berupa kapal 
dan pesawat udara, dan yang bersifat stationer dapat berupa pangkalan 
yang mempunyai kapasitas untuk melakukan deteksi. Sedangkan sensor 
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yang digunakan dapat dengan menggunakan alat teropong, sonar, radar, 
CCTV dan kombinasi sistem peralatan dimaksud ataupun dengan 
mengunakan pesawat UAV (UN-manned Aerial Vehicles). Medan operasi 
untuk kegiatan ini yaitu dibawah permukaan untuk mengamati wahana 
bawah air seperti kapal selam dan atas permukaan termasuk ruang udara 
yang ada di atas alur laut kepulauan. Penggunaan teknologi satelit yang 
mengintegrasikan sistem monitoring permukaan air, bawah air dan ruang 
udara di sepanjang alur laut kepulauan dipastikan akan menghemat 
anggaran dan meningkatkan kemampuan deteksi kapal dan pesawat 
udara yang menggunakan lintas alur laut kepulauan. Untuk memonitoring 
di bawah laut dapat menggunakan sistem dengan teknologi satelit, 
selanjutnya sistem dimaksud dapat diintegrasikan dengan radar pantai 
yang sebagian telah dibangun di sepanjang alur laut kepulauan. Oleh 
sebab itu monitoring kapal dan pesawat udara yang menggunakan alur 
laut kepulauan dapat dilakukan diruang operasional yang terintegrasi 
semua alat surveillance lainnya. Sehingga pergerakan kapal dan pesawat 
udara dapat dipantau dan diawasi, sehingga bila ada pelanggaran 
terhadap lintas dapat dideteksi dan dilakukan penegakan hukum secara 
dini.129 
Kegiatan penindakan dilakukan oleh unsur yang ada di lapangan, 
dalam hal ini dapat dilakukan oleh unsur dari TNI atau instansi terkait yang 
telah diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Adapun cara 
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penindakan yang dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan, 
peringatan dan penindakan dengan memperhatikan ketentuan hukum 
internasional dan peraturan perundang-undangan. Semua tindakan yang 
akan diterapkan harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu politik, 
polisionil dan legal (hukum). Aturan pelibatan dan Standard Operation 
Procedure harus dibuat dan diterapkan sebagai dasar tindakan yang akan 
dilakukan aparat di lapangan bila menemukan palanggaran di laut. 
Tindakan itu harus proporsional yaitu sepadan dengan pelanggaran yang 
ditemui, sehingga profesionalisme aparat di lapangan dituntut untuk selalu 
ditingkatkan.130 Salah satu metode pengamanan alur laut adalah dengan 
menghadirkan kekuatan laut di sepanjang alur laut kepulauan. Kehadiran 
kekuatan laut yang dimaksud dilakukan dengan mempersiapkan berbagai 
kegiatan terkait dengan kesiapsiagaan dan kemungkinan apa yang akan 
terjadi di lapangan atau pada saat operasi. Oleh karena itu, persiapan 
tersebut akan meliputi keterpaduan kegiatan intelijen, strategik, taktik, 
logistik dan komunikasi dalam satu perspektif komando dan manajemen. 
Di kalangan militer, komando dan manajemen, khususnya dalam kegiatan 
penggunaan kekuatan phisik atau yang lebih dikenal dengan istilah 
komando dan pengendalian (kodal). Peranan komando dan pengendalian 
yang baik dalam arti siap melakukan hal-hal apa yang perlu dilakukan 
pada jalur-jalur yang jelas akan menentukan sukses atau tidaknya 
kegiatan kehadiran di laut dalam rangka pengendalian alur laut kepulauan. 
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Lebih jauh komando dan pengendalian akan ditentukan oleh proses dan 
prosedur penyampaian laporan perintah dari komando atas ke komando 
bawah, pengendalian kegiatan satuan-satuan bawah termasuk segala 
kegiatan dari unsur bawah harus diketahui dan dilaporkan kepada 
komando atas.131 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka model komando dan 
pengendalian dalam kegiatan pengendalian ALKI akan ditentukan oleh 
proses dan prosedur yang jelas tentang hal yang dimaksud. Selanjutnya 
dalam suatu model komando dan pengendalian dikenal adanya bentuk 
kewenangan komando. Bentuk kewenangan ini ada dua, yaitu komando 
fungsional (functional command) dan komando daerah (area command). 
Model komando dan pengendalian alur laut kepulauan adalah sebagai 
berikut: 
1. Kodal Pusat, dapat dilaksanakan oleh Panglima TNI atau Panglima 
Armada atas nama Panglima TNI. 
2. Kodal Daerah, dapat dipimpin oleh Panglima yang berada di 
daerah yaitu Panglima Armada atau Komandan Gugus Tempur 
Laut/Gugus Keamanan Laut atas nama Panglima Armada. 
                                                          
131Ibid., hlm. 197. 
106 
 
3. Kodal Satuan Pelaksana Lapangan (Satlaklap), adalah Komandan-
komandan yang ditunjuk Panglima Armada atau Komandan Gugus 
Tempur Laut/Komandan Gugus Keamanan Laut.132 
Upaya pengawasan di ALKI memiliki fungsi-fungsi Sistem 
Pertahanan Keamanan Negara (Sishankamneg) yang dibedakan dalam 
fungsi-fungsi pengawasan pada masa damai dan fungsi-fungsi pada masa 
krisis/perang. Fungsi-fungsi Sishankamneg di laut pada masa damai 
meliputi: fungsi pengamatan laut, fungsi penjagaan wilayah, fungsi 
pengamanan kekayaan laut, fungsi anti penyelundupan, fungsi anti 
imigran gelap, fungsi anti infiltrasi dan subversi, fungsi anti teror dan 
pembajakan di laut, fungsi pencarian dan penyelamatan di laut, fungsi 
pengawasan dan pencemaran laut, fungsi keselamatan navigasi dan 
pengaturan lalu lintas laut.133 
 Fungsi-fungsi diatas sebenarnya merupakan pelaksanaan dari 
penegakan hukum dan kedaulatan di laut yang dilaksanakan oleh seluruh 
komponen bangsa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan 
beberapa instansi telah diberikan kewenangan untuk melakukan 
penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Tentu saja komponen bangsa lainnya dapat berperan sebagai 
pemberi informasi apabila ditemukan atau dijumpai adanya pelanggaran 
hukum di laut. Keterlibatan semua komponen dapat dipastikan akan 
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mengurangi tindakan ilegal yang terjadi di laut serta menciptakan kondisi 
laut yang aman. Sesuai dengan fungsi-fungsi Sishankamneg di laut dalam 
pengawasan ALKI, masing-masing kekuatan laut nasional khususnya 
Armada RI, Satuan Kepolisian Perairan, Satuan KPLP, Satuan Bea Cukai, 
mempunyai peran antara lain: Armada RI termasuk satuan udara maritim 
mempunyai peran pendeteksian, pengenalan, penilaian dan penerusan 
informasi/data. Untuk pelanggaran hukum semua unsur kekuatan laut 
nasional mempunyai peran sampai pada proses penindakan dan 
pemberkasan tindak pidana sesuai dengan kewenangan masing-
masing.134 
 Operasi pengawasan ALKI merupakan tugas TNI yang 
dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh Komando Armada RI 
Kawasan dan Komando Operasi TNI AU dibantu oleh Komandan 
Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).135 Untuk pencapaian sasaran 
secara efektif dan efisien diperlukan pengorganisasian serta tugas-tugas 
tiap pelaksana. Tugas TNI dalam melaksanakan operasi pengamanan 
ALKI dan ruang udara di atasnya adalah mencegah dan menindak segala 
bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, 
menjamin keamanan dan keselamatan pengguna ALKI dan mencegah 
terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal dan pesawat udara 
yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan tugas 
Komando Utama Operasi (Kotama Ops) TNI, yang terdiri dari Komando 
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Armada RI Kawasan melaksanakan operasi pengamanan secara terpadu 
di sepanjang perairan yang ada di ALKI, mencegah dan menindak segala 
bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, 
untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna ALKI serta 
mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal yang dapat 
mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan Kotama Ops TNI AU 
melaksanakan operasi udara disepanjang ruang udara diatas ALKI, 
mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan, untuk menjamin kemanan dan 
keselamatan pengguna ALKI serta mencegah terjadinya pelanggaran 
yang dilakukan oleh kapal dan pesawat udara yang dapat mengganggu 
kepentingan nasional. Komando Pertahanan Udara Nasional 
(Kohanudnas) melaksanakan operasi pertahanan udara dalam rangka 
membantu pelaksanaan operasi pengamanan ALKI.136 
 Satuan tugas taktis yang terdiri dari Gugus Tempur Laut dan Gugus 
Keamanan Laut melaksanakan patroli laut di sepanjang ALKI untuk 
mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan nasional, sedangkan pangkalan udara 
melaksanakan patroli udara dan dukungan operasi udara di ruang udara 
di atas alur laut kepulauan guna membantu patroli laut. Fungsi patroli 
udara ini untuk pengamatan maritim khususnya di ALKI. Operasi 
pengawasan ALKI dilaksanakan pada masa damai oleh unsur-unsur 
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Armada RI Kawasan dan Komando Operasi AU secara terpadu didukung 
oleh Kohanudnas untuk mencegah dan menindak segala bentuk 
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan nasional guna memberikan jaminan 
keamanan dan keselamatan pengguna alur laut kepulauan. Pelaksanaan 
operasi pengawasan ALKI dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur 
di lapangan yaitu Armada RI, pesawat udara dari Kotama Ops TNI AU, 
deteksi dari Kohanudnas, serta pangkalan TNI AL dan pangkalan TNI AU. 
Armada RI yang biasa terlibat dalam operasi pengawasan ALKI meliputi: 
Armada, Gugus Tempur Laut dan Gugus Keamanan Laut, Unsur Kapal 
Perang (KRI) dan pesawat udara patroli maritim dan pangkalan yang 
terlibat, dan yang terakhir adalah unsur pesawat udara. Kohanudnas 
mendukung dalam pendeteksian dan pengiriman informasi terkait dengan 
pesawat udara asing yang melintas di perairan Indonesia.137 
 Dalam proses pengawasan di lapangan, aba-aba atau komando 
dari yang bertanggung jawab sangatlah mempengaruhi proses penegakan 
hukum di laut. Upaya pengawasan di laut juga sangat bergantung pada 5 
hal, yaitu: 
1. Pengadaan sarana dan prasarana seperti teknologi yang canggih 
dan memadai sesuai kebutuhan ALKI untuk dapat melakukan 
pengawasan terhadap kapal asing yang tak kalah canggih. 
Keterbatasan teknologi dalam upaya pengawasan ini memang 
                                                          
137Ibid. 
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masih menjadi kendala besar, sebagai contoh, jika kapal selam 
asing yang bertenaga nuklir atau sejenisnya belayar dibawah batas 
radar yang mampu dijangkau oleh radar Indonesia dan terjadi 
pelanggaran, pihak Indonesia sendiri tidak dapat menjangkau hal 
tersebut sebab kembali lagi, keterbatasan teknologi menjadi faktor 
utama terkait masalah ini. Dan instansi terkait yang melakukan 
pengawasan pun masih belum bisa menjawab hal tersebut. 
2. Meningkatkan kemampuan pangkalan dalam hal profesionalitas 
dalam melaksanakan tugas. 
3. Meningkatkan kemampuan dan keahlian personil agar lebih 
profesional sesuai bidang tugas masing-masing. 
4. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait yang mempunyai 
kewenangan terkait masalah ini. 
5. Melakukan kegiatan pembinaan masyarakat di daerah pesisir 
pantai sebagai kepanjangan fungsi agar mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pencegahan dini.138 
Sistem Penegakan Hukum di Alur Laut Kepulauan Indonesia, 
sebelum membahas mengenai sistem penegakan hukum di laut, perlu 
diketahui mengenai permasalahan di laut yang dapat menimbulkan 
implikasi dan mengarah pada kerugian kepentingan nasional dan 
internasional yang dapat dikategorikan kedalam dua hal yaitu 
                                                          
138Arie Soedowo, Op.cit., hlm. 10. 
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permasalahan aspek laut dan ancaman di laut. Permasalahan aspek laut 
terdiri dari: kondisi cuaca yang membahayakan pelayaran, bencana alam 
yang terjadi di laut, pencemaran lingkungan di laut, kecelakaan navigasi 
(tabrakan kapal) dan kegiatan-kegiatan ilegal di laut. Kegiatan yang 
dikategorikan sebagai ancaman aspek laut dan mempunyai implikasi 
pelanggaran hukum, antara lain: penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), 
penyelundupan senjata (arm smuggling), penyelundupan manusia (people 
smuggling), imigran gelap (illegal imigrant), pembajakan (piracy), 
perompakan di laut (armed robbery), eksplorasi dan eksploitasi sumber 
daya alam ilegal. Selain itu ada ancaman aspek laut yang termasuk dalam 
kategori ancaman potensi antara lain: kekerasan dan pelanggaran hukum 
di laut, perang terbatas, teror dan sabotase objek vital nasional, sengketa 
perbatasan dan penyebaran senjata pemusnah massal.139 
 Permasalahan dan ancaman diatas dapat terjadi di ALKI. Oleh 
karena itu, aparat penegak hukum yang berwenang dilaut harus 
mengenali, mengetahui, serta mampu untuk menyelesaikan sesuai 
dengan prosedur baku yang telah digariskan termasuk pelaksanaan 
proses hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi terkait dengan 
pelanggaran lintas ALKI itu sendiri belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini 
sebenarnya jika terjadi pelanggaran lintas ALKI, seperti menyimpang dari 
                                                          
139Kresno Buntoro, Op.cit., hlm. 207. 
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alur yang ditetapkan, maka tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan 
dasar untuk memproses lebih lanjut pelanggaran tersebut. 
 Dalam pembahasan mengenai masalah penegakan hukum di laut 
ada beberapa persoalan yang mengemuka, antara lain: Pertama, 
identifikasi atau klasifikasi dari kegiatan-kegiatan ilegal dan instansi-
instansi yang menurut undang-undang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan proses hukum. Hal ini perlu dilakukan untuk menetapkan 
secara jelas batas wewenang dan ruang lingkup masing-masing tugas itu. 
Dalam rangka melakukan kegiatan identifikasi dan klasifikasi tersebut 
perlu untuk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. 
Akan tetapi apabila melihat antara perundang-undangan dengan 
kebutuhan nyata di lapangan, ada banyak peraturan perundang-undangan 
yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan akan tetapi peraturan 
tersebut belum diganti sehingga akan muncul ketidakefektifan dalam 
pelaksanaan tugas di lapangan. Disamping itu, perlu juga ditinjau 
mengenai sanksi yang diberikan pada pelanggar hukum di wilayah ALKI 
sebab peraturan yang ada dianggap belum efektif dalam pemberantasan 
kejahatan di laut. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah konkrit 
dengan mengembalikan fungsi-fungsi dan penajaman tugas kelembagaan 
disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi di lapangan. Selain itu, 
penyusunan peraturan-peraturan yang baru yang disesuaikan dengan 
realokasi tugas berdasarkan analisa permasalahan yang matang dan 
mendalam perlu untuk dilakukan. 
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 Secara konkrit tugas dan fungsi penegakan hukum di laut dapat 
dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: Kelompok pertama, terdiri dari: 
pemberantasan pembajakan di laut; pemberantasan jual beli budak, 
wanita dan anak-anak; pemberantasan penyelundupan; pemberantasan 
imigran gelap; pencegahan pengambilan ikan tanpa izin; pencegahan 
pengambilan sumber daya alam lainnya tanpa izin; pencegahan gangguan 
terhadap pipa dan kabel bawah laut. Kelompok kedua, terdiri dari tugas-
tugas yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran 
yaitu: pemeliharaan rambu-rambu dan alat-alat navigasi; pelayanan dan 
pemeliharaan mercusuar; pemeriksaan laut dan kecelakaan di laut; 
penyediaan alur pelayaran yang memadai; pelayanan informasi untuk 
keselamatan pelayaran; tugas pencarian dan pertolongan orang hilang di 
laut. Kelompok ketiga, terdiri dari tugas-tugas yang diakibatkan oleh 
eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di laut dan penelitian ilmiah di 
laut yaitu: perlindungan instalasi, pengeboran minyak dan eksploitasi 
kekayaan laut; perlindungan terhadap bangunan di laut; pengawasan atas 
penelitian dan survei di laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya; 
dan pencegahan pencemaran laut dan penanggulangannya.140 
 Selain kegiatan diatas ada beberapa tindakan yang dapat 
dikategorikan sebagai penegakan kedaulatan, seperti: pelanggaran 
wilayah; penyiaran gelap; latihan peperangan/militer; meluncurkan dan 
menerima objek dari luar kapal; melakukan tindakan lain yang 
                                                          
140Ibid., hlm. 208-209. 
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mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah dan kebebasan politik negara 
pantai. Apabila kita menganalisa kegiatan yang dijalankan diatas terdiri 
dari: patroli, pendeteksian, pencegatan, pengejaran dan penangkapan 
serta pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang dilanggar, akan terlihat 
bahwa urutan kegiatan penegakan hukum di laut dapat dibagi kedalam 
dua tahap yaitu: Tahap Pertama, adalah tahap pencegahan, pengejaran 
dan penangkapan yang mempunyai ciri-ciri sama, adapun kepentingan 
khusus yang hendak dilindungi berupa imigrasi, bea cukai, gangguan 
keamanan, karantina atau sanitasi dan penegakan hukum, dan peraturan 
perundang-undangan lainnya. Hal ini dapat dilakukan oleh kapal dan awak 
pesawat yang sama dan tindakan dilakukan ditempat dimana 
tertangkapnya pelaku. Tahap Kedua, adalah tahap pemeriksaan yang 
tidak perlu dilakukan di laut tetapi dapat dilakukan di darat. Pada tahap ini 
adalah proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku 
dalam hal ini sesuai dengan jenis dan tindak pidana atau pelanggaran 
yang diancam oleh peraturan perundang-undangan.141 
Instansi terkait dengan penegakan hukum dan keamanan di laut 
berdasarkan peraturan nasional, sebagai berikut:142 
No. Type of Action Teritorial Waters High Seas 
1. Piracy/Sea Roberry TNI-AL,POLRI, BAKORKAMLA TNI-AL 
                                                          
141Ibid., hlm. 210. 
142Abdul Rivai Ras, 2016, Tata Kelola Kemaritiman Indonesia (Menuju Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia), Penerbit Warmedia Publisher, Jakarta, hlm. 77. 
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2. Fisheries TNI-AL, KKP,POLRI TNI-AL 
3. Culture Pledge DIKNAS,TNI-AL, BAKORKAMLA TNI-AL 
4. Natural Resources 
Conservation 
POLRI,TNI-AL,KKP, 
BAKORKAMLA 
TNI-AL 
5. Environment POLRI,LH,TNI-AL, BAKORKAMLA TNI-AL 
6. Forestry POLRI,BAKORKAMLA  
7. Shipping/Navigation TNI-
AL,POLRI,DEPHUB,BAKORKAMLA 
 
8. Customs BEACUKAI,BAKORKAMLA BEACUKAI 
9. Immigration POLRI,IMIGRASI, BAKORKAMLA POLRI, IMIGRASI 
10. IEEZ  TNI-AL 
11. Quarantine DEPKES,KEMTAN, BAKORKAMLA DEPKES,KEMTAN, 
TNI 
12. SAR TNI,POLRI,BASARNAS, 
BAKORKAMLA 
TNI-AL 
 
Dalam upaya pengamanan oleh instansi terkait, kasus pelanggaran 
yang paling banyak ditemukan di wilayah ALKI masih seputar 
penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh kapal asing. Banyaknya ikan 
tuna jenis Skipjack, Yellowfin dan Bigeye membuat wilayah perairan 
Indonesia menjadi sasaran para pemburu ikan ilegal. Menurut data, 
sebanyak 7.000-10.000 kapal asing penangkap ikan ilegal yang ditangkap 
sepanjang tahun 2016.143 Kapal berbendera Vietnam masih menduduki 
peringkat pertama sebagai kapal asing yang paling banyak ditangkap di 
perairan Indonesia akibat kasus ini, disusul Thailand dan Malaysia.144 
Wilayah yang paling marak terjadi illegal fishing ini adalah daerah Laut 
                                                          
143Zulficar Mochtar, https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3425302/akibat-illegal-fishing-
populasi-tuna-ri-mengkhawatirkan, diakses tanggal 29 Maret 2017, jam 19.00 WITA. 
144Asep Burhanuddin, http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/01/07/o0jpse382-
157-kapal-penangkap-ikan-ilegal-ditindak-kapal-asing-paling-banyak, diakses tanggal 29 Maret 
2017, jam 19.23 WITA. 
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Arafuru, Laut Natuna dan Selat Makassar. Wilayah ini memang menjadi 
daerah paling rawan sebab letaknya yang sangat strategis, ikan-ikan jenis 
tuna tersebut berimigrasi ke wilayah ini. Akibatnya kebanyakan kasus 
illegal fishing berada di daerah ini. Tidak main-main kerugian negara 
akibat illegal fishing ini mencapai Rp. 240 Triliun/tahun.145 Rumusan 
sanksi pidana dalam pasal Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat 
dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum 
memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan illegal fishing. Ancaman 
hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang 
melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat 
Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang 
melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. 
Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar 
rupiah). Rumusan sanksi dalam UU ini tidak mengatur rumusan sanksi 
paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang 
dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Faktanya, begitu 
banyak terdakwa kasus perikanan yang diganjar hukuman ringan. Cek 
Wan Jainuddin, warga negara Malaysia, yang ditangkap polisi karena 
illegal fishing, hanya diganjar hukuman lima bulan penjara di PN 
Tanjungpinang. Upaya jaksa mempersoalkan vonis itu juga kandas di 
Mahkamah Agung. Demikian juga putusan terhadap Aling Samehe. 
                                                          
145Susi Pudjiastuti, http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2764211/menteri-susi-
kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun, diakses tanggal 29 Maret 2017, jam 16.27 WITA. 
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Warga negara Filipina ini tertangkap patroli TNI AL di perairan Talaud, 
Sulawesi Utara. PN Bitung menjatuhkan denda 30 juta dari 100 juta yang 
diminta jaksa. Upaya jaksa kasasi juga kandas. Malah, dalam perkara 
Wahab Coang, WNI yang diadili karena penangkapan ikan di Raja Ampat 
menggunakan bahan kimia, divonis bebas PN Sorong. Kasasi jaksa juga 
tidak dapat diterima.146 
Untuk itu maka diperlukan tindakan pencegahan terjadinya 
pelanggaran, seperti: 
1. Perlu diadakan pengamanan 1x 24 jam di wilayah ALKI. 
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung 
upaya pengamanan ALKI, seperti peningkatan teknologi yang 
digunakan untuk melakukan pengawasan. 
3. Perlunya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) sebagai 
pelaksana tugas dalam pengawasan ALKI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
146Anonim,http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f84f7fe8617f/indonesiadidesaknaikkan-
sanksi-iillegal-fishing-i/, diakses tanggal 20 Mei 2017, Jam. 06.50 WITA. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan mengenai hak dan kewajiban kapal 
asing yang melakukan lintas di alur laut kepulauan Indonesia dan hasil 
penelitian Penulis di lapangan, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa: 
1. Penetapan ALKI yang dilakukan oleh negara kepulauan, dalam hal 
ini Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban yang dibebankan 
kepada negara kepulauan itu sendiri dan kapal asing sebagai 
pemilik dan pengguna ALKI. Dalam penerapannya, belum ada 
peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang 
delik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang 
dapat disangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar 
dalam hal melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. 
2. Upaya pengamanan ALKI yang dilakukan oleh instansi terkait, 
dalam hal ini TNI AL, terbagi atas tiga, yaitu upaya pengendalian, 
upaya pengawasan dan penegakan hukum di ALKI. Adapun 
beberapa kendala dalam pengamanan ALKI, yaitu: alat dan 
teknologi yang digunakan untuk melakukan pengamanan di ALKI 
belum memadai sehingga belum mampu melakukan pengawasan 
yang lebih maksimal, disamping itu tenaga dan sumber daya 
manusia (SDM) yang terkait dalam upaya pengawasan tersebut 
masih perlu ditingkatkan dalam melakukan operasi di ALKI. Dalam 
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upaya pengamanan tersebut, kasus pelanggaran yang paling 
marak terjadi di ALKI adalah kasus illegal fishing.  
B. SARAN 
 Setelah melakukan penelitian, maka Penulis memberikan beberapa 
saran yaitu, sebagai berikut: 
1. Perlu diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-
undangan nasional yang ada sekarang, kiranya diperlukan revisi 
mengingat ada beberapa aturan yang dianggap sudah tidak efektif 
dalam pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal asing. 
Khususnya mengenai pengaturan hak lintas alur laut kepulauan 
oleh kapal perang mengingat besarnya resiko yang dapat 
ditimbulkan oleh lintas kapal perang tersebut. 
2. Perlu ditinjau mengenai penetapan sanksi yang diberikan kepada 
kapal asing yang melanggar peraturan nasional maupun 
internasional agar dapat memberikan efek jera terhadap para 
pelaku. 
3. Dalam upaya pengamanan di ALKI, kiranya para instansi terkait 
masih memerlukan teknologi yang canggih dan memadai, serta 
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan 
upaya pengamanan di ALKI ini. Dalam hal ini campur tangan 
pemerintah sangat dibutuhkan. 
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